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PEDOMATERASI

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam aksara latin indonesia ada

dalam table berikut:
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Hamzah (¢) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan
dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila
berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti @, 7 dan @.. (|, &, ). Bunyi hidup
dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti
layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbttah dan berfungsi sebagai sifat
atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai

mudaf ditransliterasikan dengan “at”.
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ABSTRAK
Marcel Klana Sya’rani, 220202110122, 2026, Keabsahan Akad Jual Beli
Pouch wish Wish Di Titok Live Streaming Persepektif Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majlis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021

Kata Kunci: Pouch Wish, Tiktok Shop, Fatwa DSN-MUI No. 146,
Perlindungan Konsumen

Perkembangan teknologi digital mendorong transaksi jual beli melalui live
streaming di TikTok Shop, salah satunya praktik pouch wish. Dalam praktik ini,
pembelian dilakukan berdasarkan warna benik sebagai harapan tanpa mengetahui
secara pasti isi pouch, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi
mengandung gharar dan bersifat spekulatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis
praktik tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku
usaha, para pengguna tiktok shop dan para konsumen, sedangkan data sekunder
didapat dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan
yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli Pouch Wish di live
streaming TikTok tidak memenuhi syarat sah akad dalam hukum Islam karena
objek transaksi mengandung unsur gharar akibat isi pouch yang acak dan tidak pasti
serta mekanismenya bersifat maysir, sehingga bertentangan dengan prinsip Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-
MUI/X11/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah yang menekankan
keterbukaan informasi lengkap, kejelasan akad, larangan gharar, tadlis, serta prinsip
keadilan dan transparansi dalam transaksi digital. Dari perspektif hukum positif,
praktik tersebut tidak memenuhi hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c, sehingga berpotensi menyesatkan
konsumen, merugikan mereka melalui pembelian impulsif, serta melemahkan

posisi tawar konsumen dalam transaksi e-commerce.
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ABSTRACT
Marcel Klana Sya’rani, 220202110122, 2026, The Validity of Sale and
Purchase Contracts for Pouch Wish in TikTok Live Streaming from the

Perspective of Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema

Council Number 146/DSN-MUI/X11/2021

Keywords: Pouch Wish, TikTok Shop, Fatwa DSN-MUI No. 146, Consumer
Protection

The rapid advancement of digital technology has driven buying and selling
transactions via live streaming on TikTok Shop, including the pouch wish practice.
In this practice, purchases are based on a chosen bead color as a "wish" or hope,
without knowing the exact pouch contents, creating uncertainty that potentially
involves gharar (excessive ambiguity) and speculative elements. This study aims to
analyze the practice from the perspective of Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-
MUUI/XI11/2021 and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

The type of research used is empirical juridical with a sociological juridical
approach. Primary data was obtained through interviews with business actors,
TikTok Shop users, and consumers, while secondary data was obtained from
various literature, scientific journals, and relevant laws and regulations.

The findings indicate that the pouch wish selling practice on TikTok live
streaming does not fulfill the conditions for a valid contract under Islamic law, as
the transaction object contains gharar due to the random and uncertain pouch
contents, and its mechanism is maysir (gambling-like). This contradicts the
principles of Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XI1/2021 on Online Shop Based
on Sharia Principles, which stresses full information disclosure, contract clarity,
prohibition of gharar and tadlis (deception), and the principles of justice and
transparency in digital transactions. From the positive law perspective, the practice
fails to uphold consumers' right to clear and accurate information as stipulated in
Article 4(c) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, potentially misleading
consumers, causing harm through impulsive buying, and weakening their

bargaining position in e-commerce transactions
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat
menjadi lebih efisien dan berbasis teknologi, terutama melalui sistem belanja
daring.! Salah satu platform yang berkembang pesat adalah TikTok Shop dengan
fitur live streaming, yang memadukan hiburan dan promosi produk secara interaktif
serta memungkinkan transaksi cepat dan praktis, terutama diminati kalangan muda.’
Di Indonesia, TikTok Shop menempati posisi kelima sebagai platform belanja
daring terpopuler.’ Salah satu inovasi yang muncul adalah sistem jual beli tiktok
shop yakni sistem pouch wish, sebuah model penjualan yang memungkinkan
konsumen memilih warna tertentu sebagai “wish” atau acuan permainan jual beli
yang akan dilakukan.

Sistem jual beli Pouch wish memiliki karakteristik yang berbeda dari
mekanisme transaksi konvensional. Sistem ini adalah jual beli sekilas layaknya
blind box namun berbentuk pouch wish yang dilakukan secara live streaming tiktok.
Dalam jual beli pouch wish, pouch bukan hanya berisikan makanan atau barang
namun dilegkapi manik-manik atau kancing yang akan menjadi acuan wish warna

konsumen. Apabila dalam pembukaan pouch wish tersebut manik-manik atau

! Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam
Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,”
Binamulia Hukum 12, no. 1 (2023): 177-89, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.

2 Alivia Monicha, Firda Sania, and Poppy Febriana, “Live Streaming TikTok Meningkatkan
Penjualan Dan Keterlibatan Merek Di Indonesia,” CONVERSE: Journal Communication Science,
no. 1 (2023): 37-48.

3 Helen Dewi Herdiana, Imelda Hartono Putri, and Lila Aisyah, “Perkembangan Teknologi Tiktok
Shop Sebagai Media Berbelanja Pada Mahasiswa Sosiologi Universitas Jember,” Jurnal Ilmiah
Multidisiplin 2, no. 6 (2024): 262—68, https://doi.org/10.5281/zenodo.11559709.



kancing warna yang menjadi acuan tersebut keluar maka konsumen berhak
mendapatkan 1 tambahan pouch, bahkan ada sistem tambahan lagi saat semua
pouch wish telah dibuka, penjual akan menghitung 2 warna kancing yang sama,
setiap adanya 2 warna tersebut konsumen akan mendapatkan tambahan 1 pouch
menjadi. Hal itu berlangsung hingga tidak ada kancing warna wish dan kancing
kembar lagi yang keluar dari pembukaan pouch wish tersebut, maka jumlah
pendapatan barang konsumen tersebut ditentukan dari kancing-kancing tersebut.
Jual beli ini memadupadankan permainan guna memikat konsumen. Layaknya jual
beli blind box, serok live. Jika blind box konsumen membeli box tanpa mengetahui
isi yang ada dalam box, jika serok-serok /ive konsumen membeli paket harga saat
live berlangsung konsumen hanya mengerti jenis barang secra umum, tetapi tidak
mengetahui secara pasti sehingga jenis dan kuantiti barang yang diperoleh
ditentukan secara acak saat proses pengambilan barang berlangsung secara live, ke-
3 jual beli ini menonjolkan sisi kejutan dalam transaksinya.

Perbedaanya pouch wish di kemas dalam live streaming dalam proses
pembukaan pouch yang dapat disaksikan secara real time oleh para konsumen.
Unsur kancing dalam pouch wish juga menjadi ciri khas yang berbeda dari blind
box dan serok live. Dengan demikian pouch wish dapat dipahami layaknya
pengembangan dari konsep blind box serta serok-serok live. Hal ini memberikan
pengalaman jual beli yang inovatif dan menarik, khusunya dalam penggunaan live

streaming yang memunculkan kemenarikan dari visual dan komunikatif



pengalaman belanja sehinga dalam memikat konsumen berbelanja.* Namun disisi
lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketidakpastian informasi dalam
transaksi yang memengaruhi hak konsumen.

Jika adanya ketidakpastian jenis, kualitas, dan jumlah barang dalam
transaksi jual beli maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan
menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam, kondisi ini disebut biasa di
sebut gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, hal tersebut dilarang karena
berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada salah satu pihak.’

Dalam menyesuaikan perdangan di era digital, Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 146/DSN-
MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini
bertujuan untuk menjadi pedoman para pelaku usaha di ruang digital agar berjalan
sesuai ketentuan koridor syariah, termasuk dalam menggunakan fitur /live straming
di platform tiktok. Fatwa menyatakan bahwa jual beli online diperbolehkan
(mubah) selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya dan bebas dari unsur
perusak akad, seperti riba, dzalim, penipuan (tadlis/ghisysy), kecurangan, serta
gharar (ketidakpastian berlebih).® Dalam fatwa ini juga dijelaskan kondisi-kondisi
tertentu agar transaksi yang dilakukan sah menurut ketentuan syariah, terutama

untuk mutsman atau mabi' (barang atau objek yang diperdagangkan).’

4 Ragil Ayu Prasiska, Ferida Rahmawati, and M Khoirul Fikri, “Pengaruh Platfrom Penjualan Online
TikTok Shop Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” 3, no. 1 (2022): 31-36.

5 Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fighiyah,”
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2023): 101-16.

6 arista Fauzi Kartika Sari Aziziyah Amalia Adnan, Harun Alrasyid, “Analisis Akad Jual Beli Online
Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI,” El-Aswagq 4, no. 2 (2023): 63-80.

7 Sana Ashraf Fatihah Zakiya Aqmal, Muthoifin, “Legal Protection Against Gharar in Sharia E-
Commerce : A Consumer Law Analysis in Support of the SDGs” 26, no. 2 (2025): 615-30,
https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.12036%0ALegal.



Dasar hukum fatwa ini berasal dari al-qur’an, seperti salah satunya dalam
surat al-ma’idah : 1, yang memerintahkan pemenuhan akad secara sempurna, serta
hadis-hadis Nabi SAW yang menekankan kejujuran dan larangan penipuan serta
ketidakjelasan. dalam Fatwa DSN-MUI No.l110/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Kontrak Jual Beli, dijelaskan kondisi-kondisi tertentu agar transaksi yang dilakukan
sah menurut ketentuan syariah, terutama untuk mutsman atau mabi' (barang atau
objek yang diperdagangkan).

Fatwa ini adalah hasil mengadaptasi mengenai peraturan dasar dari fatwa
sebelumnya, yakni Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
Fatwa ini merupakan pedoman dasar akad jual beli secara umum dimana
menekankan agar transaksi digital tetap amanah, adil, transparan, sesuai maqasid
syariah. Didalamnya menegaskan bahwa akad bai’ harus dilakukan secara jelas dan
tegas, dengan 1jab qabul yang berada dalam satu majelis akad, lalu objek transaksi
yang wajib halal, spesifik, dan transparan, pelaku usaha harus menjelaskan scera
lengkap dan jujur mengenai jenis barang/jasa, kualitas, kuantitas, harga, ongkos
kirim, serta estimasi pengiriman.®

Selain itu, syariat Islam menegakkan sejumlah prinsip penting yang wajib
dijaga dalam praktik transaksi ekonomi khususnya dalam media online seperti
TikTok, yang terkadang terabaikan, seperti asas Freedom of Contract (Ar-Ridha),

Honesty (Kejujuran), Justice (Keadilan), Transparency (Keterbukaan), Fair

8 Dede Al Mustaqim, “Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI
No. 146/DSN-MUI/IX/2021,” AB-JOIEC : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics 1, no. 1
(2023): 1-13, https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1il.22.



Competition (Persaingan Sehat). ° Kelima prinsip tersebut berfungsi untuk
memastikan bahwa hubungan antar pelaku ekonomi berjalan secara seimbang dan
tidak menimbulkan kerugian sepihak. Apabila suatu transaksi dilakukan tanpa
keterbukaan atau mengandung unsur yang tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah
sebab bertentangan dasar hukum Islam dalam pelaksanaan jual beli.

Dalam hukum positif indonesia, perlindungan konsumen dalam transaksi
jual beli digital diatur secra tegas melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999 dalam upayanya menjamin segala hak-hak konsumen yang
sering kali menjadi posisi yang lemah. Dalam UUPK di jelaskan bahwa setiap
konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur sebelum
melakukan transaksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4 huruf c,
yang menegaskan bahwa:

“Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”!°

Kewajiban ini diperkuat lagi di Pasal 7, yang mewajibkan pelaku usaha
untuk bertanggung jawab atas kejujuran informasi dan tidak boleh melakukan
praktik yang merugikan konsumen.Ketidakseimbangan informasi antara penjual
dan pembeli dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, yang secara hukum
bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, setiap

bentuk transaksi digital harus tetap menjamin kesetaraan hak dan kewajiban kedua

% Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-
Commerce Islam Di Indonesia,” Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 17, No. 01 (2020): 49—64.

10 Khalish Aunur Rahim et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-
Online (E-Commerce),” Jurnal Hukum Dan Sosial Politik 1, no. 3 (2023): 178-88,
https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607.



belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakterbukaan
informasi.!!

Selain daripadanya adanya asas keseimbangan yang menuntut setiap inci
transaksi berjalan sesuai keadilan, transparan dan jujur baik dari segi hak dan
kewajiban anatar konsumen dan pelaku usaha. Asas ini juga mencangkup
keseimbangan secara spritual dimana setiap pihak harus menjunjung tinggi nilai
moral, etika dan tanggung jawab sosial dalam melakukan transaksi ekonomi.
Dengan begitu asas ini bertujuan menciptakan hubungan konsumen dan pelaku
usaha yang sehat dan beretika dalam perekonomian.'?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik jual beli dalam
platform digital melalui fitur live streaming, dengan potensi melanggar hukum
islam maupun positif. Saifuddin dan Eva Wildani Febrianti (2025) dalam artikel
berjudul “Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada
Marketplace Digital” menemukan bahwa praktik jual beli di TikTok Shop rawan
melanggar prinsip transparansi. Faktor yang disoroti antara lain spesifikasi produk
yang tidak jelas, ketidakpastian prosedur pengembalian barang, serta strategi
promosi yang bersifat manipulatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik
semacam itu mengandung gharar dan dapat merugikan konsumen karena tidak

sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam ekonomi Islam. '3

! Fista, Aris Machmud, and Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

12 they A. Karinda, Anna S. Wahongan, And Karel Yosi Umboh, “Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” Lex
Privatum V111, no. 4 (2020): 47-57.

13 Saifuddin and Eva Wildani Febrianti, “Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli
Pada Marketplace Digital,” Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan 4, no. 2 (2025):
178-84, https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602.



Sementara Penelitian Andi Susanto & Nur Musliah (2024) berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembelian Mystery Box di E-
Commerce (Shopee)”. menegaskan bahwa mystery box di Shopee mengandung
gharar karena isi barang tidak jelas bagi pembeli. Praktik ini juga melanggar syarat
kejelasan objek dalam jual beli syariah dan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya,
transaksi dianggap tidak sah menurut hukum Islam (bay’ majhul) dan berpotensi
merugikan konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran pelaku
usaha dan konsumen untuk menghindari transaksi bergharar.'*

Penelitian Syifa Tri Septiane (2023) berjudul “Jual Beli Sistem Serok
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tik Tok di
Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”
menegaskan bahwa sistem serok di TikTok mengandung gharar karena pembeli
tidak tahu pasti jumlah, jenis, dan kualitas barang yang diterima. Praktik ini
melanggar syarat kejelasan objek (ma'qud 'alaih) dalam jual beli syariah serta
larangan gharar dan prinsip keadilan menurut figh muamalah. Akibatnya, transaksi
dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan berpotensi merugikan pembeli,

> smentara Penelitian Nur

meskipun populer karena rasa penasaran dan promosi. !
Lailatul Fitriya (2022) berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual
Beli dengan Sistem Capit di Live Streaming TikTok membahas praktik jual beli

capit di TikTok, di mana pembeli mendapat barang secara acak setelah checkout.

4 Andi Susanto and Nur Muslimah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Pembelian Mystery Box Di E-Commerce ( Shopee ),” AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
2, no. 1 (2024): 34-49, https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/agqaduna.

15 Syifa Tri Septiane, “Jual Beli Sistem Serok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengguna
Aplikasi Tik Tok Di Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”
(Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).



Dari sudut hukum ekonomi syariah, penelitian ini menyoroti ketidakjelasan akad
dan objek transaksi yang menimbulkan gharar. Metode yang dipakai adalah
kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan, yaitu wawancara dan observasi
langsung pada transaksi yang terjadi. Berdasarkan figh muamalah, khususnya
larangan gharar, hasilnya menyimpulkan bahwa sistem capit ini tidak sah karena
mengandung  ketidakpastian yang bisa merugikan dan menimbulkan
ketidakadilan. !¢ Penelitian Muhammad Fadly Nasution dkk. (2025) berjudul
“Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen” menegaskan bahwa transaksi e-
commerce di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan perlindungan
konsumen, seperti penipuan, pelanggaran privasi data, dan ketidakpastian
penyelesaian sengketa. Praktik ini melanggar prinsip UUPK, terutama hak atas
informasi benar, keamanan, dan ganti rugi. Penelitian ini menekankan pentingnya
penguatan literasi hukum konsumen, pengawasan ketat terhadap pelaku usaha,
integrasi regulasi (termasuk UU Perlindungan Data Pribadi), serta transparansi dan
mekanisme sengketa yang efektif agar transaksi e-commerce menjadi lebih adil dan
berkelanjutan.!”

Meskipun penelitian sebelumya telah menyoroti unsur gharar,
ketidakjelasan objek serta pelanggaran prinsip keadilan dan transparansi dalam

hukum islam maupun positit pada sistem jual beli mystery box, serok, dan capit,

16 Meisy Iriyanto, “Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika
Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah Skripsi,” 2023.

17 Muhammad Fadly Nasution et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” PESHUM:Jurnal Pendidikan,
Sosial Dan Humaniora 4, no. 2 (2025): 1931-38.



namun belum ditemukanya penelitian khusus yang membahas mengenai objek
keabsahan jual beli pouch wish. oleh karna itu, penelitian ini penting untuk
mengkaji bagaimana keabsahan dalam praktik pouch wish ini.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktek jual beli pouch wish perspektif Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021
Tentang Online Shop
2. Bagaimana praktek jual beli menurut Undang-Undang no.8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui praktek jual beli pouch wish perspektif Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-
MUI/XI1/2021 tentang Online Shop
2. Untuk mengetahui pemenuhan praktek jual beli dalam pemenuhan hak-
hak konsumen menurut Undang-undang no. 8§ Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-
MUI/XI1/2021 tentang Online Shop seperti dengan ketentuan figh
muamalah dalam praktik jual beli digital dengan menekankan pentingnya

nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. Melalui



pendekatan figh muamalah, penelitian ini bertujuan mengintegrasikan
prinsip-prinsip syariah dengan perlindungan konsumen agar terhindar
dari unsur gharar, tadlis, dan maysir. Selain memberikan kontribusi
ilmiah dalam bidang hukum ekonomi Islam, penelitian ini juga
diharapkan menjadi rujukan bagi kajian serupa dalam menghadapi
perkembangan sistem transaksi digital yang semakin kompleks.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
berbagai pihak terlibat dalam aktivitas perdagangan digital, baik dari sisi
pelaku usaha, konsumen maupun lembaga pengawas. Penelitian ini
diharapkan juga dapat menjadi pedoman memahami hak dan kewajiban
bertransaksi sesuai syariah, acuan bagi pelaku usaha menerapkan
ketetapan aturan DSN-MUI dalam praktek jual beli secara adil dan
transparan, serta dasar bagi lembaga pengawas dalam merumuskan

kebijakan yang selaras dengan hukum Islam dan perlindungan konsumen.

E. Defini Oprasional
1. Pouch Wish
Pouch wish Adalah salah satu bentuk inovasi jual beli dalam e-
comercce yang berada dibawah naungan tiktok. Jual beli ini dilakukan
dengan menggunakan fitur live streaming. Live streaming sendiri adalah
inovasi pemasaran digital yang memanfaatkan siaran langsung untuk
menjual produk secara interaktif. Dalam konteks ini pengaruh promosi

melalui /ive straming dapat meningkatkan keputusan pembelian

10



konsumen, dan menjadikan platform tiktok sebagai alat pemasaran yang
efektif dengan konsep yang real time dalam bauran produk, harga, tempat,
promosi, bukti fisik.'®

Sistem jual beli pouch wish wish berbeda dari model belanja online
biasa seperti di platform e-commerce konvensional, di mana pembeli
langsung menerima barang setelah pembayaran, sistem ini menunda
pengiriman hingga penjual mengadakan sesi siaran langsung (live
streaming). Jual beli ini penjual telah menetapkan harga dengan jumlah
pouch wish, misal dengan harga Rp.50.000 = 5 pouch wish, Rp.78.000=
8 pouch wish. Dalam setiap pouch wish berisikan makanan ringan atau
barang eksesoris dengan dilengkapi benik atau manik-manik
gunamenjadi acuan wish konsumen. Jika pada pembukaan pouch wish
warna wish konsumen keluar maka penjual akan menambahkan 1 pouch
wish gratis, lalu tambahan terjadi lagi ketika semua pouch wish dibuka
penjua akan menghitung 2 warna yang sama, dan setiap 2 warna tersebut
penjual akan menambahkan 1 pouch wish tambahan, hal tersebut terus
terjadi sampai pada pembukaan pouch wish tidak ditemukan warna benik

yang sama.

18 Yanti Susanti, Ela Nuralela, and Alya Fitria Sari, “Pengaruh Live Streaming Dan Promo Belanja
Terhadap Keputusan Pembelian Pada Tiktok Shop,” JEDBUS (Journal of Economic and Digital
Business) Vol. 2, no. 1 (2025): 1-7.
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Wish Snack

ETALASE SNACK WISH (10 POUCH)

Pilih Satu Warna Sebagai Wish

= Jika Warna Pilihan (Wish) Keluar Tambah 1
Pouch

« Jika Keluar Warna Kembar Tambah 1 Pouch

Begitu Seterusnya Sampai Tidak ada Warna
Wish Atau Warna Kembar Keluar

Gambar 1.1 rules pembelian snack wish (pouch wish wish)

F. Sistematika Pembahasan
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini berisikan mengenai Bab ini memuat latar belakang, rumusan
masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika pembahasan
sebagai dasar penting penelitian serta gambaran umum arah penulisan.akan
dilakukan..
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Berisi kajian teori dan penelitian terdahulu mengenai perlindungan
konsumen, transparansi dalam transaksi digital, yang sesuai dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-
MUI/X11/2021 Tentang Online Shop. seperti kejelasan, keadilan, dan
larangan gharar maupun maisir. Juga membahas keterkaitan hukum positif
dan nilai ekonomi Islam dalam mewujudkan transaksi yang adil.
BAB III: METODE PENELITIAN
Dalam bab ini dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang
digunakan, teknik dan prosedur pengumpulan data, sumber data yang
dijadikan acuan, serta teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan yuridis normative yang berfokus pada dengan metode yuridis
normatif untuk menelaah keabsahan jual beli digital menurut hukum Islam

dan hukum positif.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana Menyajikan hasil analisis
berdasarkan teori dan ketentuan hukum terkait prinsip ekonomi Islam dalam
jual beli yang menyesuaikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021 Tentang Online Shop menolak
gharar serta pelanggaran Pasal 4 huruf ¢ UUPK tentang hak konsumen atas

informasi yang benar dan jujur.

BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi pelaku usaha, konsumen, dan
pihak terkait agar praktik jual beli digital selaras dengan prinsip syariah, yang

menjunjung keadilan dan kejelasan akad.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1.

Fatihah Zakiya Aqmal, Muthoifin, dan Sana Ashraf (2025) berjudul “Legal
Protection Against Gharar in Sharia E-Commerce: A Consumer Law
Analysis in Support of the SDGs (Sustainable Development Goals)”

Fokus penelitian ini membahas cara melindungi konsumen dari
gharar (ketidakpastian) di transaksi e-commerce syariah, dengan
membandingkan aturan Islam dari fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-
MUI/XI1/2021 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.
8 Tahun 1999, serta hubungannya dengan Sustainable Development Goals
(SDGs). Metode yang dipakai adalah analisis hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, ditambah
studi literatur. Teori dasarnya dari figh muamalah, prinsip keadilan serta
transparansi di UUPK dan fatwa DSN-MUI, plus SDGs nomor 12
(konsumsi bertanggung jawab) dan 16 (lembaga kuat dan inklusif).
Hasilnya menunjukkan UUPK tidak secara langsung mengatakan soal
gharar, tapi telah

melarang ambiguitas, penipuan, dan pelanggaran hak konsumen,
sementara fatwa DSN-MUI tekanan pada kontrak jelas, info produk

lengkap, dan hindari praktik syariah yang merugikan. Penelitian ini
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tekankan perlu menyatukan aturan syariah dan hukum negara agar

perlindungan konsumen lebih kuat."’

Husnul Khatimah, Nuradi, Sinta Amalia, Faizah Kamilah, dan Humairah
Az-Zahra Taslim (2025) berjudul “Analisis Bay’ Gharar dalam Aplikasi
TikTok”

Fokus penelitian ini membahas praktik jual beli di aplikasi TikTok,
khususnya sistem serok dan capit yang mengandung unsur gharar dalam
hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, melalui kajian terhadap
literatur syariah seperti Al-Qur’an, Hadis, dan kitab figh, serta observasi
praktik transaksi di TikTok. Teori yang digunakan berlandaskan pada figh
muamalah, khususnya teori bay’ (jual beli) yang menekankan kejelasan
akad dan larangan terhadap gharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
praktik tersebut termasuk bay’ majhtl, karena objek, jumlah, dan kualitas
barang tidak jelas, yang akhirnya dapat meugikan satu pihak yang lemah
dan tidak memenuhi prinsip jual beli dalam Islam. Penelitian ini
menegaskan pentingnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk
memahami syarat-syarat jual beli syariah agar tidak terjerumus dalam

transaksi yang mengandung gharar.?’

19 Fatihah Zakiya Aqmal, Muthoifin, “Legal Protection Against Gharar in Sharia E-Commerce : A
Consumer Law Analysis in Support of the SDGs.”
20 Husnul Khatimah et al., “Analisis Bay’ Gharar Dalam Aplikasi Tiktok,” Igtisad: Journal of

Economic and Civilization 1, mno. 1 (2025): 1-12, https://doi.org/DOI:

https://doi.org/10.61630/irjiec.v1il.l iqtisad.crjis.com.
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3. Suud Sarim Karimullah (2025) berjudul “Konsep Gharar Dan Pengaruhnya
Terhadap Keadilan Ekonomi”

Fokus kajian ini membahas konsep gharar dan bagaimana
pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi dalam ekonomi Islam, termasuk
cara, mengenali serta cara mengurangi gharar dalam transaksi modern.
Metode yang digunakan yuridis normatif melalui library research, melalui
kajian terhadap literatur syariah seperti Al-Qur’an, Hadis, dan dianalisis
kualitatif. Teori yang digunakan teori gharar sebagai ketidakpastian (Al-
Qur'an & Hadis), magqasid syariah, keadilan pembagian sumber daya
(Rawls), serta ketidakseimbangan informasi (Akerlof dkk.). Hasilnya
gharar menunjukkan fleksibilitas hukum Islam menghindari spekulasi,
mendorong keterbukaan informasi, keadilan, serta keberlanjutan; menjadi
dasar kebijakan ekonomi yang memberi kesempatan luas bagi masyarakat
untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.*!

4. Meisy Iriyanto (2023) melalui skripsinya yang berjudul “Jual Beli Online
Sistem Capit Melalui Live straming TikTok Perspektif Etika Bisnis Islam
dan Hukum Ekonomi Syariah™

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah praktik transaksi jual beli
online dengan sistem capit melalui live streaming di TikTok, serta
analisisnya terhadap pro dan kontra yang timbul, khususnya rasa kerugian

bagi pembeli. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

2! Suud Sarim Karimullah, “Konsep Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi,” Jurnal
Kajian Ekonomi Syariah 1, no. 7 (2025): 10-25.
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research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan yuridis empiris,
dengan memadukan data lapangan dari observasi dan wawancara serta
kajian literatur hukum Islam. Teori dan konsep dengan teori etika bisnis
Islam dan hukum ekonomi syariah yang menilai kesesuaian transaksi
terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan larangan gharar. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa sistem capit ini tidak memenuhi prinsip
etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, karena mengandung elemen
ketidakpastian dan potensi kerugian yang membuatnya menjadi praktik
bisnis tidak beretika serta tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketidakjelasan
jumlah dan kualitas barang melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan
larangan gharar. Meskipun menarik perhatian konsumen, praktik ini
menyerupai perjudian ringan yang dilarang dalam Islam.??

Pridanty Agustia Lingga (2024) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Jual Beli Barang Random melalui Live straming Bersistem Capit di Aplikasi
TikTok (Studi di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar Lampung)”

Fokus penelitian ini adalah praktik jual beli barang acak dengan
sistem capit di platform TikTok (studi kasus Toko Topshop, Pasar Tugu
Bandar Lampung), serta analisis pro-kontra dan kesesuaiannya dengan
hukum Islam. Metode yang digunakan ialah kualitatif lapangan (field

research) dan yuridis empiris, dengan data primer dari observasi dan

22 Meisy Iriyanto, “Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming TikTok Perspektif Etika
Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2023), https://repository.uinsaizu.ac.id/19813/1/Meisy Iriyanto Jual Beli Online
Sistem Capit Melaui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi
Syariah.pdf.
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wawancara, serta data sekunder dari literatur figh dan regulasi, dianalisis
secara deskriptif-analitik. Teori yang digunakan berlandaskan figh
muamalah, menyoroti prinsip keadilan (‘adl), transparansi (wudih), serta
larangan gharar dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
jual beli barang acak dengan metode capit tidak sesuai dengan hukum Islam
karena mengandung unsur gharar dan maysir, menimbulkan ketidakpastian
serta potensi kerugian bagi pembeli. Studi kasus di Toko Topshop
menunjukkan banyak konsumen dirugikan karena barang tidak sesuai
harapan, sehingga transaksi ini melanggar syarat sah akad jual beli dan perlu
pengawasan lebih ketat berdasarkan prinsip figh muamalah untuk
melindungi konsumen.?’

6. Syamratun Nurjannah, Reni Helvira, dan Ari Widiati (2023) berjudul
“Praktek Jual Beli ‘Serok Live’ TikTok Shop dalam Tinjauan Ekonomi
Islam™

Fokus penelitian ini membahas praktik jual beli dengan sistem
“Serok Live” di TikTok Shop, di mana penjual menyerok barang secara
acak sehingga jumlah dan jenis barang yang diterima pembeli tidak pasti.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif pengumpulan data
non-numerik melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang
dianalisis secara deskriptif. Teori yang digunakan berlandaskan figh

muamalah, khususnya prinsip bai’ yang menekankan kejelasan akad,

23 Pridanty Agustia Lingga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Random Melalui
Live Streaming Bersistem Capit Di Aplikasi TikTok (Studi Di Toko Topshop Pasar Tugu Bandar
Lampung)” (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).
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kepastian objek, serta larangan gharar. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa praktik jual beli “Serok Live” mengandung unsur gharar karena
ketidakpastian jumlah dan jenis barang, sehingga merugikan pembeli dan
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.?*

7. Andi Susanto dan Nur Muslimah (2024) berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Dan Hukum Positif Terhadap Pembelian Mystery Box di E-Commerce
(Shopee)”

Fokus penelitian ini membahas pembelian mystery box di e-
commerce seperti Shopee dari perspektif hukum Islam dan hukum positif
Indonesia. Fokus kajian yang di kaji yaitu perspektif figh muamalah terkait
ketidakjelasan objek transaksi serta ketentuan perjanjian dalam
KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan
kajian terhadap Al-Qur’an, Hadis, dan KUHPerdata Pasal 1320. Teori yang
digunakan berbasis pada figh muamalah, khususnya larangan gharar
(ketidakjelasan) dalam jual beli Islam, serta , serta Pasal 1320 KUHPerdata
(syarat sah perjanjian) dan Pasal 1337 KUHPerdata (larangan bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem jual beli mystery box tidak sah menurut hukum
Islam karena mengandung gharar yang menimbulkan ketidakjelasan,
ketakutan, dan ketidakadilan bagi salah satu pihak, serta tidak sah menurut

hukum positif karena tidak memenuhi syarat objek tertentu dan dapat

24 Syamratun Nurjannah, Reni Helvira, and Ari Widiati, “Praktek Jual Beli ‘Serok Live’ TikTok
Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah 4, no.
1 (2023): 72-83.
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bertentangan dengan ketertiban umum melalui klausa baku yang merugikan
pembeli. 2°

. Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi (2024) berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pembelian Mystery Box Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen”

Fokus penelitian ini membahas pengaturan mystery box dalam
perundang-undangan Indonesia serta perlindungan hukum bagi konsumen
yang membeli mystery box. Metode yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
melalui analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Teori yang digunakan berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) mengeai pemenuhan tanggung jawab
pelaku usaha dan hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
transaksi mystery box tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena
ketidakjelasan objek dan kurangnya kesepakatan, sehingga berpotensi
merugikan konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya penyelesaian
sengketa melalui Pasal 45 UUPK, baik di dalam maupun luar pengadilan,
untuk melindungi hak konsumen.?®
Lila Mustainah (2024) dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual

Beli Live straming Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

25 Susanto and Muslimah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pembelian Mystery
Box Di E-Commerce ( Shopee ).”

26 Anak Agung, Sagung Ngurah, And Fakultas Hukum Universitas, “Perlindungan Hukum Terhadap
Pembelian Mystery Box Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” 12, No. 2 (2024):
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Fokus penelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam jual
beli melalui /live straming di platform digital. Metode yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap sumber hukum Islam
seperti Al-Qur’an, Hadis, dan figh muamalah, serta regulasi positif seperti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Teori yang diterapkan berlandaskan pada prinsip adl
(keadilan), amanah (kepercayaan), dan larangan gharar (ketidakpastian),
yang dikaitkan dengan hak konsumen atas informasi, keamanan, dan
kompensasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum
positif sama-sama menekankan keadilan dan transparansi dalam melindungi
konsumen, namun hukum positif lebih kuat dalam aspek sanksi dan
mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian merekomendasikan integrasi
kedua sistem hukum tersebut agar lebih efektif menghadapi tantangan jual
beli live straming di era digital.?’

10. Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita (2022) berjudul
“Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8§ Tahun 1999

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah perlindungan hak

konsumen dalam perspektif hukum Islam dan UUPK No. 8/1999. Metode

penelitian adalah yuridis normatif melalui studi pustaka, pendekatan

%7 Lila Mustainah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Live Streaming Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76356.
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konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, dianalisis kualitatif.
Teori yang digunakan: maqashid syari'ah, mashlahah, perlindungan hukum,
perbandingan hukum, utilitarianisme, tanggung jawab sosial. Hasil
penelitian menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum
positif dalam perlindungan konsumen melalui penekanan pada transparansi
dan keadilan, meskipun UUPK lebih rinci dalam mekanisme penyelesaian
sengketa. Penelitian merekomendasikan integrasi prinsip syariah dan
hukum positif untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih

efektif dan beretika di era perdagangan digital.”®

No | Nama Fokus | Meto Teori Hasil Perbedaan
Peneliti, | Kajian de /Konsep
Judul,
Tahun

1. | Fatthah | Melind | Analis | Figh UUPK  tidak | Penelitian ini lebih
Zakiya ungi 1s muamala | secara langsung | luas  pada  e-
Agmal, | konsum | huku | h, prinsip | membahas commerce syariah
Muthoifi | en dari | m keadilan | gharar tapi | secara umum dan
n, dan | gharar | norma | dan melarang integrasi  dengan
Sana di tif transpara | ambiguitas dan | SDGs, sementara
Ashraf, | transak | (pend | nsi di | penipuan; fatwa | penelitian saya
“Legal si e- | ekata | UUPK DSN-MUI spesifik pada
Protectio | comme | n dan menekankan sistem "pouch
n Against | rce perun | fatwa kontrak  jelas | wish" di  live
Gharar in | syariah, | dang- | DSN- dan info | streaming TikTok,
Sharia E- | memba | undan | MUI, lengkap; perlu | fokus hanya pada
Commer | ndingk | gan, SDGs integrasi aturan | perspektif — fatwa
ce: A | an konse | nomor syariah dan | DSN-MUI No.
Consum | aturan | ptual, | 12 dan | hukum negara. | 146 tanpa
er Law | Islam perba | 16. membahas SDGs.

2 Dwi Runjani Juwita Santriati, Amanda Tikha, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” Opinia De
Journal 2, no. 2 (2022): 32-51.
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Analysis | dari nding
in fatwa an) +
Support | DSN- studi
of  the | MUI literat
SDGs No. ur
(Sustaina | 146/DS
ble N-
Develop | MUI/X
ment 11/2021
Goals)” , | dan
2025 UUPK

No. 8

Tahun

1999,

serta

hubung

annya

dengan

SDGs.
Husnul | praktik | pende | figh Hasil penelitian | Penelitian ini sama
Khatima | jual katan | muamala | menunjukkan dalam fokus
h, belidi | kualit | h, yang bahwa praktik | pembahsan pada
Nuradi, | aplikasi | atif menekan | tersebut gharar di TikTok,
Sinta TikTok, | denga | kan termasuk bay’ | tapi penelitian ini
Amalia, | khusus | n kejelasan | majhiil, karena | pada sistem "serok
Faizah nya jenis | akad objek, jumlah, | dan capit",
Kamilah, | sistem | peneli dan kualitas sementara saya
Humaira | serok tian barang tidak pada "pouch
h Az- dan yuridi jelas, sehingga | wish"; perspektif
Zahra capit s berpotensi lebih umum pada
Taslim . | yang norma merugikan figh muamalah
“Analisis | mengan | tif salah satu pihak | tanpa spesifik
Bay’ dung dan tidak fatwa DSN-MUI
Gharar unsur memenuhi No. 146.
dalam gharar prinsip jual beli
Aplikasi | dalam dalam Islam.
TikTok”, | hukum Penelitian ini
2025 ekono menegaskan

pentingnya
kesadaran
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mi konsumen dan
syariah pelaku usaha
untuk
memahami
Syarat-Syarat
jual beli
syariah.
Suud Konsep | Yuridi | Teori Gharar Penelitian ini
Sarim gharar | s gharar menghindari bersifat konseptual
Karimull | dan norma | dari Al- | spekulasi, umum tentang
ah, pengar | tif Qur'an & | mendorong gharar dan
“Konsep | uhnya | melal | Hadis, keterbukaan, keadilan ekonomi,
Gharar terhada | ui maqasid | keadilan, dan tanpa spesifik
Dan p librar | syariah, | keberlanjutan; | TikTok atau fatwa
Pengaru | keadila |y keadilan | dasar kebijakan | DSN-MUI;
hnya n resear | Rawls, ekonomi untuk | penelitian saya
Terhadap | ekono | ch+ | ketidakse | mengatasi lebih spesifik pada
Keadilan | mi analis | imbanga | kesenjangan "pouch wish" di
Ekonomi | dalam | is n live streaming
”. 2025 ekono kualit | informas TikTok dari
mi atif 1 perspektif fatwa
Islam, Akerlof. tersebut.
termasu
k
mengen
ali dan
mengur
angi
gharar
di
transak
si
modern
Meisy praktik | peneli | teori bahwa sistem | Penelitian ini
Iriyanto . | transak | tian etika capit ini tidak berfokus sama
“Jual si jual | lapan | bisnis memenuhi pada sistem
Beli beli gan Islam prinsip etika "capit" di TikTok,
Online online | (field bisnis Islam dari perspektif
Sistem dengan | resear dan hukum etika bisnis dan
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Capit sistem | ch) ekonomi hukum ekonomi
Melalui | capit denga syariah, karena | syariah umum,;
Live melalui | n mengandung penelitian saya
Streamin | live pende elemen pada "pouch wish"
g TikTok | streami | katan ketidakpastian | dengan perspektif
Perspekti | ng  di | kualit dan potensi spesifik fatwa
f Etika | TikTok | atif kerugian yang | DSN-MUI No.
Bisnis deskri membuatnya 146 dan
Islam ptif menjadi praktik | menggabungkan
dan dan bisnis tidak dengan konsep
Hukum yuridi beretika serta UUPK dengan
Ekonomi S tidak sesuai sistem warna wish
Syariah”, empir dengan syariat | konsumen menjadi
2023 is Islam. acuan dalam

Ketidakjelasan | pendapatan

jumlah dan tambahan pouch

kualitas barang | wish

melanggar

prinsip

keadilan,

transparansi,

dan larangan

gharar.

Meskipun

menarik

perhatian

konsumen,

praktik ini

menyerupai

perjudian

ringan yang

dilarang dalam

Islam.
Pridanty | praktik | kualit | Figh bahwa sistem pepenelitian ini
Agustia | jual beli | atif muamala | jual beli barang | berfokus pada
Lingga .| barang | lapan | h, prinsip | acak dengan praktik jual beli
“Tinjaua | acak gan keadilan | metode capit sistem capit,
n Hukum | dengan | (field | (‘adl), tidak sesuai dengan studi
Islam sistem | resear | transpara | dengan hukum | kasus, dan
terhadap | capit di | ch) nsi Islam karena penelitian ini dari
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Jual Beli | platfor | dan (wudth), | mengandung perspektif hukum
Barang | m yuridi | larangan | unsur gharar Islam umum.
Random | TikTok | s gharar dan maysir, namun penelittian
melalui | (studi empir | dan menimbulkan saya berfokus
Live kasus 1, maysir ketidakpastian | pada sistem pouch
Streamin | Toko dianal serta potensi wish di TikTok
g Topsho | isis kerugian bagi Live dari fatwa
Bersiste | p, Pasar | secara pembeli. Studi | DSN-MUI No.
m Capit | Tugu deskri kasus di Toko 146 tanpa studi
di Bandar | ptif- Topshop kasus spesifik
Aplikasi | Lampu | analiti menunjukkan toko.
TikTok | ng), k banyak
(Studi di konsumen
Toko dirugikan
Topshop karena barang
Pasar tidak sesuai
Tugu harapan,
Bandar sehingga
Lampun transaksi ini
g)” 2024 melanggar

syarat sah akad

jual beli dan

perlu

pengawasan

lebih ketat

berdasarkan

prinsip figh

muamalah

untuk

melindungi

konsumen
Syamrat | praktik | pende | Fgh Hasil penelitian | penelitian
un jual beli | katan | muamala | menunjukkan terdahulu berfokus
Nurjanna | dengan | kualit | h bahwa praktik | pada jual beli
h, Reni | sistem | atif jual beli “Serok | serok sesuai
Helvira, | “Serok | pengu Live” persepektif hukum
dan Ari | Live” | mpula mengandung ekonomi islam
Widiati . | di n data unsur gharar secra umum ,
“Praktek | TikTok | non- karena sedangkan
Jual Beli | Shop ketidakpastian | penelitian ini
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‘Serok numer jumlah dan menonjolkan
Live’ ik jenis barang, fokus pada jual
TikTok sehingga beli Pouch Wish
Shop merugikan dengan perspektif
dalam pembeli dan fatwa DSN-MUI
Tinjauan bertentangan No. 146.
Ekonomi dengan prinsip

Islam” keadilan dalam

2023 ekonomi Islam

Andi Pembel | Pende | Figh Mystery box Penelitian
Susanto | ian katan | muamala | tidak sah terdahulu berfokus
dan Nur | myster | norma | h, karena gharar pada mystery box
Muslima | yboxdi | tif + | larangan | dan tidak di Shopee

h, Shopee | kajian | gharar; memenuhi (perbandingan
“Tinjaua | dari Al- Pasal syarat objek Islam & positif),
n Hukum | perspek | Qur’a | 1320 dan | tertentu, sedangkan

Islam tif n, 1337 bertentangan penelitian ini

Dan hukum | Hadis, | KUHPer | dengan spesifik pada
Hukum | Islam KUH | data. ketertiban Pouch Wish di live
Positif dan Perdat umum. streaming TikTok
Terhadap | hukum | a dengan perspektif
Pembelia | positif fatwa DSN-

n Indones MUI.dan

Mystery | ia. pemenuhan hak
Box di UUPK bagi

E- konsumen
Commer

ce

(Shopee)

”, 2024

Anak Pengatu | Huku | UUPK Mystery box Penelitian

Agung ran m mengena | tidak terdahulu berfokus
Sagung | myster | norma | i memenuhi pada mystery box
Ngurah |y box | tif tanggung | syarat sah dari UUPK saja
Indrade | dalam | (pend | jawab perjanjian (tanpa hukum

wi, perund | ekatan | pelaku karena Islam), sedangkan
“Perlind | ang- perun | usaha ketidakjelasan, | penelitian ini
ungan undang | dang- | dan hak | berpotensi menonjolkan
Hukum | an undan | konsume | merugikan; praktik Pouch
Terhadap | Indones | gan & | n. penyelesaian Wish di TikTok
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Pembelia | ia dan | konse via Pasal 45 Live dari fatwa

n perlind | ptual) UUPK. DSN-MUI,

Mystery | ungan dengan kombinasi

Box konsum UUPK.

Ditinjau | en.

Dari

Undang-

Undang

Perlindu

ngan

Konsum

en”,

2024

Lila perlind | yuridi | prinsip Hasil penelitian | Penelitian

Mustaina | ungan | s adl menunjukkan terdahulu

h . | konsum | norma | (keadilan | bahwa hukum | jangkauan nya

”Perlind | en tif ), Islam dan terlalu luas dengan
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Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus

mengkaji praktik jual beli Pouch Wish yang di lakukan di live streaming TikTok,

apakah telah memenuhi standar hukum fatwa DSN-MUI No. 146/2021 serta yang

di intregrasikan dengan hak-hak konsumen dalam UUPK, di mana praktek jual beli

Pouch Wish merupakan produk pouch kejutan dengan elemen pilihan warna atau
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isi acak yang mengandung unsur gharar. Penelitian sebelumnya hanya membahas
praktik capit, serok, atau mystery box secara umum tanpa pernah menjadikan Pouch

Wish sebagai objek kajian utama dan spesifik.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti sebagai

berikut:

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, al-ba’i berarti menjual atau menukar sesuatu,
sedangkan lawannya al-syira’ berarti membeli. Secara etimologis, ba’i
bermakna proses tukar menukar benda atau pemindahan harta antara dua pihak,
sedangkan secara istilah berarti proses tukar-menukar yang mengakibatkan
perubahan pemegang hak atas suatu barang dengan imbalan yang sepadan.
Umumnya jual beli berkaitan dengan barang berwujud, namun dalam praktik
modern juga mencakup jasa yang memiliki nilai ekonomi. Istilah al-ba’i, at-
tijarah, dan al-mubadalah semuanya menunjukkan kegiatan berdagang atau
melakukan pertukaran untuk memperoleh manfaat yang sah.?* Menurut ulama
Hanafiyah, jual beli dipahami sebagai suatu bentuk pertukaran harta yang
dilakukan dengan tata cara tertentu, yakni saling menyerahkan sesuatu yang
dibutuhkan atau dikehendaki dengan imbalan yang sepadan, melalui

mekanisme yang dibenarkan serta memberikan manfaat bagi para pihak.*°

2 Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, “Analisis Jual Beli Dalam
Perspektif Islam,” El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2023): 1171-79,
https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841.

30 Prilia Kurnia Ningsih, Figh Muamalah, cetakan 1 (depok: rajawali pers, 2021). H:92
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Kegiatan ini merupakan kegiatan saling merelakan guna menukarkan manfaat
barang dan jasa untuk dikuasai salah satu pihak dengan imbalan uang sebagai
ganti dari manfaat yang diambil.
Pada perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi
syariah pasal 20 ayat 2 menyatakan:>!
”ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda
dengan uang”
b. Dasar Hukum Jual Beli

Secara umum, Hukum asal jual beli adalah mubah atau diperbolehkan.
Namun, dalam keadaan tertentu kedudukannya dapat berubah menjadi wajib,
sunnah, makruh, bahkan haram, bergantung pada kondisi dan tujuan
pelaksanaannya. la akan menjadi wajib apabila diperlukan untuk
mempertahankan hidup, sunnah bila membantu orang lain, makruh bila terkait
barang yang kurang baik, dan haram bila melibatkan barang terlarang seperti
narkoba.?

Landasan hukum mengenai jual beli ditegaskan dalam firman Allah SWT.
Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan bahwa
orang-orang yang melakukan riba digambarkan bangkit dalam keadaan tidak
stabil, layaknya seseorang yang limbung karena gangguan setan. Hal itu

disebabkan anggapan mereka yang menyamakan praktik jual beli dengan riba.

31 “Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” (2008).
32 Iska Dianti, Nurul Awwaliyah, and Tety Maryati, “Analisis Fikih Muamalah Terkait Jual Beli
Online” 2, no. 2 (2024): 14149, https://doi.org/10.59996/al-figh.v2i2.362.
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Padahal, Allah telah menetapkan bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan
riba secara tegas dilarang.

Ayat ini menegaskan bahwa semua bentuk transaksi diperbolehkan selama
dilakukan dengan kerelaan dan tidak melanggar ketentuan syariat. Para ulama,
seperti Imam Syafi’i, menjelaskan makna yang menjadi maksud dengan jual
beli halal adalah setiap kegiatan jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah
SAW.

c. Jenis-Jenis Jual Beli

Dalam Islam, jual beli memiliki berbagai model yang diatur sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan para pihak yang bertransaksi. Maka disebutkanya
macam-macam jual beli tersebut yaitu: Jual Beli Tunai (Cash) di mana
pembayaran dilakukan secara langsung saat barang diserahkan. Jual Beli
Kredit (Installment) Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan secara bertahap
sesuai kesepakatan waktu tertentu. Jual Beli Salam adalah jenis akad di mana
harga dibayarkan terlebih dahulu, sementara penyerahan barang dilakukan
pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Jual Beli IstishnaJenis jual
beli ini dilakukan berdasarkan pesanan terhadap barang yang akan dibuat
sesuai permintaan pembeli. Jual Beli Online jual beli bentuk modern dari
mekanisme jual beli yang berlangsung melalui sistem online. *3

Dengan berbagai bentuknya, semua jenis jual beli tersebut pada dasarnya

bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran yang sah dan adil sesuai prinsip

33 Nabila Azrilia Syahra et al., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Figih Muamalah Dan
Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam 1, no. 4
(2024): 112-21, https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256.
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Islam, yakni menghindari riba, gharar, serta memastikan kesepakatan bersama
antara para pihak dalam jual beli.
d. Rukun, prinsip dan Syarat sah jual beli
Dalam islam jual beli bukan hanya sekedar bertukar manfaat saja namun
juga kepada peraturan kondisi serta transaksi yang dilaksanakan sesuai aturan
hukum Islam. Hal ini dirumuskan dengan adanya syarat sah dalam melakukan
transaksi tersebut
1) Rukun Jual Beli dalam Fikih Muamalah
Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur), terdapat empat rukun utama
dalam jual beli, yaitu:**
a) Akad (ijab dan gabul), sebagai bentuk kesepakatan antara pihak penjual
dan pembeli.
b) Subjek akad (ba’i dan musytari), yaitu para pihak yang melakukan
transaksi jual beli.
¢) Ma’kud ‘alaih, yaitu objek atau barang yang menjadi pokok perjanjian
dalam transaksi.
d) Nilai tukar (tsaman), yaitu alat pembayaran atau pengganti barang yang
harus memenubhi syarat tertentu agar sah digunakan sebagai alat tukar.

2) Prinsip- Prinsip Jual Beli

3% Hidayatul Azgia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” Al-Rasyad 1 (2022): 63-77,
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%
OAhttps://www.researchgate.net/publication/305320484 SISTEM_ PEMBETUNGAN_ TERPUSA
T STRATEGI MELESTARI.
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Menurut Alim konsep jual beli alam perspektif Islam berorientasi pada
nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menegakkan keadilan serta
keseimbangan dalam muamalah, Prinsip yang dimaksud antara lain:*®
a) Freedom of Contract (Ar-Ridha) Setiap transaksi hendaknya

dilaksanakan atas dasar persetujuan dan keridaan bersama dari para pihak
yang terlibat tanpa paksaan atau penipuan.

b) Honesty (Kejujuran) Kejujuran menjadi pondasi utama dalam
perdagangan. Segala bentuk kebohongan, kecurangan, dan penipuan
dilarang karena dapat merugikan individu maupun masyarakat.

c) Justice (Keadilan) Prinsip ini menuntut pelaku usaha untuk adil dalam
harga, pelayanan, dan keputusan, serta menjauhi praktik suap,
kecurangan, atau perdagangan ilegal seperti pasar gelap.

d) Transparency (Keterbukaan) Dalam transaksi harus ada kejelasan
mengenai kualitas dan kuantitas barang, tanpa adanya penyembunyian
informasi atau praktik tadlis (penipuan).

e)  Fair Competition (Persaingan Sehat) Islam melarang praktik monopoli
dan penimbunan (ikhtikar) yang dapat merusak mekanisme pasar.
Persaingan harus dilakukan secara sehat dan mengarah pada fastabiqul
khairat (berlomba dalam kebaikan), bukan permusuhan.

Dengan demikian, jual beli dalam Islam bukan sekadar menekankan

keuntungan finansial, melainkan juga mengedepankan moralitas, kejujuran,

35 Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam
Di Indonesia.”h:15
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keadilan, dan kesejahteraan bersama, agar perdagangan memberikan manfaat

bagi semua pihak.

3) Syarat Sah Jual Beli

Syarat merupakan unsur pelengkap yang keberadaannya tidak menjadi
bagian dari rukun, tetapi menetapkan keabsahan suatu transaksi. Adapun
persyaratan sahnya jual beli menurut para ahli fikih antara lain.

a) Penjual dan pembeli harus berakal sehat dan telah dewasa, minimal
dalam tahap mumayyiz (mampu membedakan antara yang baik dan
buruk).

b) Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa adanya unsur
paksaan dari pihak mana pun.

c) Akad harus dilakukan oleh dua pihak penjual dan pembeli karena jual
beli tidak sah jika dilakukan seorang diri.

d) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sah penjual.
Apabila barang tersebut milik orang lain dan dijual tanpa izin, maka
transaksi menjadi tidak sah.

e) Barang yang dijual harus diketahui sifat dan wujudnya serta dapat
diserahkan secara nyata. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjual
barang yang belum jelas keberadaannya, seperti ikan di sungai atau
kolam.

f)  Barang yang dijual harus bersifat suci menurut ketentuan syariat dan

bukan termasuk barang najis atau haram.
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Dengan demikian, jual beli hanya dapat dikategorikan sah apabila seluruh
rukun dan syarat tersebut terpenuhi, karena keduanya merupakan fondasi
utama yang menjaga keabsahan akad serta melindungi hak masing-masing

pihak dalam transaksi.

2. Fatwa DSN-MUI nomor 146

Online shop Merupakan bentuk modern dari transaksi jual beli yang
dilakukan melalui media digital. Meskipun praktis dan efisien, transaksi online
tetap harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan deskripsi
produk, harga, serta ketentuan pengembalian barang agar tidak mengandung
unsur penipuan atau ketidakadilan.

Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa sahnya akad jual beli bergantung
pada terpenuhinya sejumlah ketentuan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 146/DSN-
MUI/X11/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwasanya
transaksi jual beli daring (online shop) wajib dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan akad dalam hukum Islam seperti.*¢
1) Pernyataan Akad yang Jelas dan Tegas Sighat al- ‘Aqd (lafaz atau pernyataan

akad) dalam transaksi online shop harus diungkapkan secara tegas, jelas,

serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Artinya,
kesepakatan jual beli tidak boleh bersifat samar (gharar) atau menimbulkan

kesalahpahaman terkait objek akad maupun ketentuannya.

36 “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 1 46/Dsn-Mui/Xii/2021. Tentang
Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah,” Pub. L. No. 146 (2021).

36



2)

3)

4)

S)

Ketentuan Ijab (Penawaran) dan Qabul (Penerimaan) I[jab terjadi ketika
penjual (pedagang) menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa
kepada konsumen melalui platform daring. Qabul terjadi ketika pembeli
(pelanggan) menyatakan kesediaannya untuk membeli barang dan/atau jasa
yang telah ditawarkan tersebut. Dengan demikian, ijab dan qabul
merupakan inti dari terjadinya akad dalam transaksi elektronik.

Kesatuan Majelis Akad (Majelis al-‘Aqd) [jab dan gabul harus dilakukan
dalam satu majelis akad, yakni dalam satu rangkaian interaksi yang utuh.
Dalam konteks online shop, hal ini diwujudkan melalui sarana atau fitur
yang tersedia dalam platform daring, seperti tombol “beli”, “checkout”, atau
“konfirmasi pembelian” yang menunjukkan kesepakatan langsung antara
penjual dan pembeli.

Larangan Perilaku yang Bertentangan dengan Syariah Penjual dilarang:
Tadlis, yaitu menipu atau menyembunyikan cacat barang, Najsy (tanajusy),
yaitu menaikkan harga secara palsu untuk menipu calon pembeli, Ghisysy,
yaitu melakukan penipuan atau kecurangan dalam menjelaskan kondisi
barang. Praktik-praktik tersebut dilarang karena mengandung unsur
ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam akad

Kewajiban Penjual Menjelaskan Informasi Barang Secara Transparan,
Dalam melakukan penawaran, penjual wajib memberikan informasi yang
jelas mengenai:

a) Kiriteria barang (mabi‘), yaitu spesifikasi, kualitas, atau ciri-ciri produk

yang ditawarkan.
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b) Harga (tsaman) yang pasti dan tidak menimbulkan keraguan;

¢) Biaya pengiriman, apabila ada tambahan ongkos kirim yang harus
ditanggung pembeli;

d) Waktu penyerahan barang, yaitu kapan produk akan dikirim atau
diterima oleh pembeli.

1) Larangan Jual Beli Dalam Islam

Dalam menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi, Islam melarang
berbagai bentuk transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Rasulullah
SAW menentang praktik perdagangan yang menyalahi prinsip kejujuran,
seperti berikut:*’

a) Melipatgandakan Harga Secara Tidak Wajar

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa menaikkan harga secara berlebihan

hingga di luar batas kewajaran termasuk tindakan tercela. Jika kenaikan

mencapai sepertiga dari harga umum, maka pembeli berhak memilih
melanjutkan atau membatalkan transaksi.
b) Penipuan dalam Perdagangan (Bai’ al-Gharar)

Islam menolak segala bentuk kecurangan. Rasulullah SAW bersabda,

“Siapa yang menipu, bukan termasuk golonganku.” (HR. Tirmidzi)

Dalam muamalah Islam, transaksi jual beli harus ditegakkan atas
dasar kejujuran dan keadilan, sehingga berbagai bentuk kecurangan
dilarang keras, di antaranya ghisyah (atau ghisah) yaitu menyembunyikan

cacat barang atau sengaja mencampur barang cacat dengan barang yang

37 Santriati, Amanda Tikha, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.”
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baik agar pembeli tertipu dan mengira barang tersebut sempurna, serta
tathfif yaitu mengurangi timbangan atau takaran secara sengaja sehingga
pembeli menerima barang kurang dari yang seharusnya dibayar.
c¢) Perdagangan Barang Haram
Segala bentuk jual beli barang yang dilarang oleh Al-Qur’an dan Sunnah,
seperti babi, bangkai, darah, minuman keras, dan hal-hal yang
membahayakan manusia, termasuk perbuatan haram karena merugikan
keselamatan jasmani dan rohani konsumen.
d) Riba
Pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjaman yang
bersifat zalim dan tidak sesuai prinsip muamalah. Larangan ini tercantum
dalam QS. Al-Bagarah ayat 275-279.
e) Persekongkolan (Bai’ al-Najasy)
Praktik berpura-pura menjadi pembeli dengan tawaran tinggi untuk
menaikkan harga pasar secara palsu, padahal tidak berniat membeli.
Rasulullah SAW melarangnya karena mengandung unsur penipuan
Islam menekankan agar aktivitas perdagangan dilakukan secara jujur,
terbuka, dan berkeadilan. Setiap praktik yang mengandung unsur penipuan,
eksploitasi, atau ketidakjujuran bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena

dapat merusak keseimbangan ekonomi dan kemaslahatan umat.
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3. Gharar

a) Pengertian Gharar

Gharar berasal dari kata Arab al-khathr yang berarti pertaruhan, Dalam
konteks muamalah, gharar berarti segala bentuk akad jual beli yang mengandung
unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau spekulasi yang menyebabkan hasil
transaksi menjadi tidak pasti, baik terkait hak maupun kewajiban para pihak. Al-
Khattabi menjelaskan bahwa gharar ialah segala bentuk jual beli yang hasil atau
objeknya tidak diketahui secara jelas, seperti membeli ikan di kolam atau burung
yang masih terbang di udara. Ibnu Mundzir menegaskan bahwa Rasulullah Saw.
melarang jual beli gharar karena mengandung unsur ketidaktahuan antara
penjual dan pembeli. Imam Nawawi menambahkan bahwa larangan gharar
merupakan prinsip utama dalam figh muamalah khususnya di sektor jual beli®.
Gharar secara jelas adalah skema praktik perjudian dalam transaksi jual beli atau
pertukaran barang, namun penerapannya terbatas pada konteks kegiatan jual

beli.>’

b) Tingkatan Gharar
Para ulama membagi gharar menjadi dua tingkat utama, yaitu:
1. Gharar berat adalah ketidakpastian yang besar dalam akad hingga menjadi
sifat dari akad itu sendiri, seperti menjual buah yang belum tumbuh,

menyewa barang tanpa batas waktu, atau memesan barang yang belum pasti

38 Ningsih, Figh Muamalah. 40
3 Admin, “‘Gharar’ Terlarang. Tapi Kenapa Terus Berkembang?,” asatu online, 2023,
https://asatuonline.id/2023/12/27/gharar-terlarang-tapi-kenapa-terus-berkembang/.
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ada. Jenis ini diharamkan karena berpotensi menimbulkan sengketa dan
membuat akad tidak sah.

2. Ghararringan merupakan ketidakpastian kecil yang sulit dihindari dan telah
dianggap wajar dalam kebiasaan perdagangan, misalnya membeli rumah
tanpa melihat fondasinya atau menjual hasil bumi yang masih tertanam.
Jenis ini diperbolehkan karena tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-
pihak yang bertransaksi.*

¢) Macam -Macam Gharar

Dalam figh muamalah, gharar memiliki berbagai bentuk yang dapat terjadi

dalam praktik jual beli. Setiap jenis gharar memiliki karakteristik yang

berbeda, namun semuanya berakar pada unsur ketidakpastian dan

ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Berikut

macam -macam jual beli gharar

1. jual beli ma’dum, yaitu transaksi terhadap barang yang belum ada
wujudnya ketika akad dilakukan. Contohnya ialah praktik Habal al-
Habalah, yaitu menjual janin hewan yang masih berada dalam kandungan
induknya.

2. jual beli mudhamin dan malaqih. Mudhamin berarti sesuatu yang masih
berada di dalam tubuh hewan jantan, sedangkan malaqih adalah sesuatu
yang masih terdapat di dalam tubuh betina. Kedua jenis ini menunjukkan

bahwa objek jual beli masih bersatu dengan induknya dan belum dapat

40 Akram Ista et al., “Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram,” Jurnal Tana Mana
4, no. 3 (2024): 315-30, https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/.
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dipisahkan secara nyata. Contohnya, menjual susu yang belum diperah,

wol yang masih menempel di kulit hewan, atau janin dalam perut hewan

betina.

3. jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Dalam setiap transaksi, kejelasan
mengenai spesifikasi, kondisi, dan sifat barang merupakan hal penting agar
tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.
Misalnya, seseorang menjual tanah tanpa mengetahui luasnya.

4. jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan Contoh nyata dari jenis
ini adalah menjual hewan yang terlepas, atau budak yang kabur.

5. jual beli tanpa kejelasan harga atau akad. Ketidakpastian dalam penetapan
harga juga menyebabkan transaksi menjadi tidak sah.*!

Menurut pandangan Abdullah Muslih, ada tiga jenis perdagangan yang
dilarang karena penuh risiko ketidakpastian (gharar). Mari kita bahas satu per
satu dengan cara sederhana:

1. Perdagangan barang yang belum ada : Ini terjadi ketika penjual tidak bisa
langsung memberikan barang saat kesepakatan dibuat, entah barang itu
sudah ada atau belum. Contohnya, menjual anak hewan yang masih
dalam kandungan induknya tanpa menjual induknya, atau ikan di laut
Semua ini dilarang agama karena berisiko tinggi.

2. Perdagangan barang yang samar atau tidak jelas

Perdagangan barang yang samar atau tidak jelas mencakup praktik

menawarkan barang yang belum berada di tangan penjual, barang yang

41 Ningsih, Figh Muamalah.43
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ciri atau kualitasnya belum pasti (seperti buah belum matang atau wol
yang masih di tubuh hewan), waktu penyerahan yang tidak jelas, objek
barang yang tidak pasti dalam satu kesepakatan seperti undian tanpa
spesifikasi, serta kondisi barang yang tidak terjamin seperti menjual
barang rusak tanpa penjelasan. Bentuk-bentuk ini menimbulkan
ketidakpastian dalam transaksi dan berpotensi merugikan salah satu
pihak.
3. Perdagangan barang yang sulit diserahkan
Perdagangan barang yang sulit diserahkan mencakup transaksi yang
mengandung ketidakjelasan, seperti tidak jelasnya jenis pembayaran atau
barang yang dijual, harga yang tidak pasti misalnya mengikuti harga pada hari
itu, serta bentuk kesepakatan yang tidak tegas, seperti menawarkan dua pilihan
berbeda dalam satu transaksi tanpa keputusan yang jelas, contohnya penjualan
motor dengan harga berbeda untuk tunai atau kredit tanpa penegasan akad.
Ada unsur paksaan, seperti:
1)  Jualan lempar batu: Barang yang terkena batu harus dibeli.
2)  Jualan saling lempar: Lempar baju memaksa jual beli tanpa tahu kualitas.
3) Jualan sentuh: Sentuh barang, wajib beli tanpa tahu jelas. Semua ini

dilarang Nabi karena curang dan penuh risiko.*?

42 Bunga Ayyatuna Syifa, “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Praktik Jualbeli Dengan Sistem
Mystery Box Pada Online Marketplace” (2021).
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4. Maysir
a. Pengertian Maysir

maysir (_=<1') memiliki berbagai makna seperti mudah, tunduk, kaya, atau
membagi-bagi. Kata ini dianggap berasal dari yasara yang berarti keharusan, yakni
kewajiban bagi pihak yang kalah dalam permainan untuk menyerahkan sesuatu
kepada pemenang. Ada pula yang menafsirkan maysir dari kata yusrun, yang
bermakna kemudahan yakni memperoleh keuntungan tanpa usaha yang wajar.
Dalam bahasa Arab, maysir sering disamakan dengan qimar, keduanya berarti
perjudian. Menurut Aunur Rahim Faqih, qimar adalah permainan yang melibatkan
taruhan berupa uang atau barang, di mana pihak yang menang memperoleh hasil
dari pihak yang kalah*.

Qimar dalam bahasa bahasa Inggris itu gambling (game of change) yaitu
merupakan bentuk permainan untung-untungan atau spekulasi yang melibatkan
pertaruhan. Yusuf al-Qaradawi memperluas maknanya dalam konteks ekonomi
modern, bahwa maysir juga dapat muncul dalam praktik jual beli online yang
bersifat spekulatif, seperti jual beli barang rendom. Dengan demikian, maysir
adalah cara mencari keuntungan secara instan tanpa usaha yang wajar melalui
taruhan atau spekulasi, yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur
ketidakpastian dan ketidakadilan.

Dalam hukum Islam, maysir (perjudian) tegas dilarang sebagaimana

disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:

4 Ningsih, Figh Muamalah. 37
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QBT Jae (3 G 41315 ey Sl 2T ) 1als il il

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”
(Q.S. al-Maidah: 90).

Ayat diatas menyamakan maysir dengan khamr, penyembahan berhala, dan
pengundian nasib sebagai perbuatan setan yang harus dijauhi. Larangan ini
menunjukkan bahwa maysir merusak akhlak, menimbulkan permusuhan,
melalaikan ibadah, serta bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta
(hifzul mal). Praktik spekulatif semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi
juga mengancam keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.**

b. Unsur-Unsur Maysir Atau Perjudian
Suatu perbuatan dapat disebut perjudian apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu:
1) Terdapat permainan atau perlombaan,
2) Adanya taruhan yang dipertaruhkan, dan

3) Unsur keberuntungan yang menentukan menang atau kalahnya seseorang®.

4 Ahmad Yusdi Gozaly, Dheddy Abdi Tamba, and Nurrohman Syarif, “Konsep Maisir Dalam
Pandangan Fukaha Dan Relevansinya Pada Asuransi Konvensional,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal
Bidang Hukum Islam 6, no. 1 (2025): 45-57, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6il.1862.

4 Ningsih, Figh Muamalah. 38-39
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5. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
konsumen dalam setiap transaksi barang atau jasa. Perlindungan ini diberikan guna
menjamin keamanan setiap konsumen dalam mendapatkan keamanan produk,
kejelasan informasi hingga oenyelesaian sengeta yang adil, serta menyeimbangkan
posisi pelaku usaha dan konsumen.*® Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan
konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang berfokus pada perlindungan
hak dan kepentingan konsumen, sementara hukum konsumen memiliki cakupan
lebih luas dalam mengatur hubungan para pihak dalam transaksi barang dan jasa.*’

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 1
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah
segala bentuk upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen. Dalam hal ini perlindungan konsumen menjadi landasan dalam
membangun kepercayaan dalam ekonomi. Memastikan bahwa konsumen memiliki
kepastian hukum dalam melindungi hak-haknya, mendorong pelaku usaha dalam
bersikap jujur dan tanggung jawab sehigga setiap orang bisa berbelanja tanpa
khawatir, mulai dari mendapatkan produk yang berkualitas, informasi yang jujur
hingga ganti rugi jika terdapat kelalaian daripada penjual.

Dalam hal ini perlindungan konsumen dibagi dalam dua bagian pokok:

46 Nasution et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” 1933

47 Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran
Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha
(Literature Review),” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 6 (2021): 659-66,
https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607.
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i. jaminan jika barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,
ii. melindungan dari syarat-syarat transaksi yang tidak adil.*®

Menurut Abdul Halim Barkatullah, perlindungan konsumen mencakup tidak
hanya tindakan pencegahan, tetapi juga tindakan penindakan dalam semua aspek
perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, pengaturan
perlindungan konsumen perlu diintegrasikan dengan materi sebelumnya, yang
secara garis besar meliputi:

1.) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur
keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.

2.) Melindungi kepentingan konsumen secara khusus serta kepentingan seluruh
pelaku usaha.

3.) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

4.) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang
menipu dan menyesatkan.

5.) Memajukan  penyelenggaraan, pengembangan, dan  pengaturan
perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan bidang-bidang
perlindungan lainnya*’

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Asas hukum perlindungan konsumen merujuk pada prinsip-prinsip

fundamental yang menjadi dasar bagi pelindungan hak dan kepentingan konsumen.

4 Yundira Kamini Zahra Melani Putri Adelia, Maharani Putri Adelia, “Perlindungan Konsumen
Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Journal of Economic and Management (JEM) 2 (2025):
1-13, https://journal.terekamjejak.com/index.php/jem.

49 sri wahyuni Masri, Esther, Otih Handayani, rama dhiyanti, Buku Ajar Hukum Perlindungan
Konsumen (surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2018).26
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Prinsip-prinsip ini memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasa aman bagi

konsumen dalam transaksi bisnis, serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis

yang sehat dan produktif bagi semua pihak terkai

t.SO

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, asas-asas tersebut mencakup lima elemen utama yang

selaras dengan pembangunan nasional:’!

1.

Asas Manfaat: Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat secara umum, termasuk dalam
perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, upaya perlindungan harus
memberikan keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha secara seimbang,
tanpa memihak salah satu pihak, sehingga menciptakan keseimbangan dan
keadilan sosial.

Asas Keadilan: Asas ini memastikan hukum berlaku adil bagi semua individu,
tanpa memandang latar belakang. Dalam perlindungan konsumen, hal ini
berarti konsumen dan pelaku usaha harus mendapatkan hak serta menjalankan
kewajiban secara setara, termasuk akses terhadap informasi yang transparan,
sambil menghindari kerugian berlebihan bagi pihak mana pun.

Asas Keseimbangan: Prinsip ini menuntut penjagaan keseimbangan
kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik secara

material maupun spiritual. Perlindungan konsumen harus mempertimbangkan

59 Masri, Esther, Otih Handayani, rama dhiyanti. 27
5! “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” Pub. L.
No. 8 (1999), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
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hak konsumen atas produk aman dan bermutu, serta kewajiban pelaku usaha,
untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi bisnis.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Asas ini menjamin keselamatan
dan kesehatan konsumen saat menggunakan barang atau jasa. Pelaku usaha
diwajibkan mematuhi standar keamanan melalui kewajiban dan larangan
tertentu, memastikan produk tidak membahayakan konsumen.

Asas Kepastian Hukum: Prinsip ini menegaskan pentingnya kejelasan dan
stabilitas hukum agar dapat dipahami oleh semua pihak. Dalam perlindungan
konsumen, undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 1999 memberikan panduan
jelas tentang hak dan kewajiban, sehingga konsumen dapat mengajukan
tuntutan jika terjadi pelanggaran, dan pelaku usaha dapat mematuhi standar
untuk menghindari risiko hukum

Perlindungan konsumen bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen

dari praktik jual beli buruk, produk tidak aman, serta layanan yang tidak

berkualitas dan memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan tanggung jawab

terhadap barang dan jasa yang mereka distribusikan bagi konsumenya®. Ini juga

membangun kepercayaan dalam transaksi, menciptakan lingkungan bisnis yang

aman dan sehat.

Tujuan adanya perlindungan konsumen juga telah tertuai dalam pasal 3 UUPK

yang menjelaskan bahwa tujuan terebut yaitu®*:

52 Melani Putri Adelia, Maharani Putri Adelia, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi
Elektronik Di Indonesia.”5
53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
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Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya
dari akses negatif pemekaian barang dan atau jasa

Menigkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang juajur dan bertanggungjawab dalam
berusaha

Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan
konsumen.

Dengan adanya UUPK, ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam

memandang keberlangsungan ekonomi yang kian meningkat guna meminimalisir

dan menghukup tindak pidana kecurangan dalam sektor ekonomi digital.

2)

1.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian (Negligence)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha atau produsen bertanggung
jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam

memproduksi maupun memberikan layanan.
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2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach of Warranty)
Prinsip ini berlaku ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban
kontraktualnya..

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Product Liability)

Dalam  prinsip ini, produsen atau penjual dapat dimintai
pertanggungjawaban penuh atas kerugian akibat cacat produk tanpa perlu
pembuktian kesalahan. Prinsip ini menempatkan produsen sebagai pihak
yang wajib memastikan keamanan dan kualitas produk, guna memberikan
perlindungan maksimal bagi konsumen.>*

c. Konsumen

1). Pengertian konsumen

UUPK nomor 8 Tahun 1999 menyatakan konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.

Adapun jenis -jenis konsumen dibedaka berdasarkan keperluan barang atau
jasa. Konsumen komersial memakai barang atau jasa untuk kegiatan usaha
seperti produksi, distribusi, atau dijual kembali, sehingga menjadi bagian dari
proses bisnis dan bukan untuk dipakai sendiri (sering disebut intermediate
buyer atau consumer of industrial market). Sedangkan konsumen akhir adalah

orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi,

54 Masri, Esther, Otih Handayani, rama dhiyanti, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen.35-40
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keluarga, atau nonbisnis sebagai pemakai terakhir (end user atau final
consumer) tanpa tujuan mencari keuntungan.
2) Hak dan Kewajiban konsumen

Dalam UUPK juga mengatur mengenai hak-hak yang akan
dipatkankonsumen ketika bertransaksi baik secara digital maupun non digital
dalam pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak-hak konsumen tersebut yang
relevan dengan penelitian ini ialah hak memilih barang dan/atau jasa serta
memperolehnya sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
Konsumen juga berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai barang atau jasa, sehingga tidak terjadi penyesatan. Selain itu,
konsumen berhak menyampaikan pendapat atau keluhan atas barang dan/atau
jasa yang digunakan, serta berhak dilayani secara benar, jujur, dan tidak
diskriminatif oleh pelaku usaha. Hak-hak ini menegaskan bahwa konsumen
harus dilindungi baik dari sisi informasi, pelayanan, maupun kesesuaian barang
atau jasa yang diterima.>

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap hak konsumen
diwujudkan melalui konsep khiyar, yang secara harfiah berarti “pilihan” atau
“hak menentukan.” Konsep ini memberikan keleluasaan kepada para pihak
dalam transaksi untuk menilai, menerima, atau menolak akad sesuai dengan
kondisi yang dihadapi. Hal yang tersorot yakni Khiyar Tadlis. dimana

konsumen berhak membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu karna karna

55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
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terjadinya penipuan, manipulasi, atau penyembunyian informasi oleh
penjual >
Selain dalam pemenuhan haknya, konsumen juga memiliki kewajibanya
yang harus mereka patuhi dan lakukan sesuai hukum UUPK pasal 5
menyebutkan kewajiban tersebut ialah:>’
1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.
d. Pelaku Usaha

1) Pengertian pelaku usaha
Secara umum pelaku usaha ialah seseorang atau badan hukum yang
memproduksi barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen
dengan timbal balik keuntungan yang dijual dari barang dan atau jasa tersebut,
seperti adanya koperasi, importir pedagang bumn dan lain-lainya.’® Selain itu
pelaku usaha menurut UUPK pasal 3 ayat (1) no 8 tahun 1999 adalah

“setiap orang perseorangan atu badan usaha, baik yang berbentu badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedududkan

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia,

56 Masri, Esther, Otih Handayani, rama dhiyanti, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. 62

57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

8 Dewa Gde Rudy I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek
Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce,” Jurnal Komunikasi Hukum 7 (2021): 235-51,
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh.
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baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian peneyelenggaraan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi
konsumen, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha untuk
mendorong persaingan sehat, melindungi kedua belah pihak dari kerugian, dan

memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum.*

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak-hak pelaku usaha dalam UUPK pasal 6 dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan. Pelaku usaha juga berhak memperoleh perlindungan hukum
dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, serta berhak melakukan
pembelaan diri secara patut dalam penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu,
pelaku usaha berhak memperoleh rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan. Di samping itu, pelaku usaha juga memiliki hak-hak lain
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak konsumen, Pasal 7 UUPK juga mengatur kewajiban pelaku
usaha yang relevan dengan penelitian ini. Pelaku usaha wajib memberikan
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang

dan/atau  jasa, termasuk penjelasan mengenai penggunaan dan

9 Panji Adam Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, “Pentingnya Hukum Perlindungan
Konsumen Dalam Jual Beli,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis 3, no. 1 (2021),
http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JMBJayakarta/article/view/85/60.
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pemeliharaannya. Pelaku usaha juga berkewajiban memperlakukan atau
melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Di samping
itu, pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku. Pelaku usaha juga
wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas
barang yang dibuat atau diperdagangkan. Kewajiban-kewajiban ini
menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab tidak hanya pada
penjualan, tetapi juga pada kualitas, kejujuran informasi, dan pelayanan kepada
konsumen. %
3) Larangan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Larangan pelaku usaha ini diatur pada pasal 8 UUPK dmana aturan tersebut
sudahlah jelas bahwa dalam berbisnis pelaku usaha harus memenuhi kriteria
dan aturan yang ada bahwasanya isi aturan tersebut yaitu
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar hukum menjadi dasar penting
untuk menilai apakah suatu praktik sudah sesuai aturan. Selain itu, pelaku
usaha juga dilarang menawarkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi,
jaminan, atau keistimewaan yang dijanjikan, karena hal ini dapat
menyesatkan konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian. Janji
dalam promosi, iklan, atau keterangan saat live streaming juga harus selaras

dengan kenyataan barang yang diterima konsumen. Transparansi semakin

60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
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penting ketika barang yang dijual tidak dapat dipilih langsung oleh
konsumen, sehingga informasi mengenai jenis, kualitas, dan kemungkinan
isi harus disampaikan secara jujur. Pelaku usaha juga wajib mencantumkan
label atau penjelasan produk yang memuat informasi pokok serta
menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Dengan demikian,
pemenuhan kewajiban informasi menjadi tolok ukur utama untuk menilai
apakah hak konsumen telah dihormati dalam transaksi digital.

b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
atas barang dimaksud.

c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang
rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar.

d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib
menariknya dari peredaran.

Tanggung jawab ini juga diatur dalam pasal 19 undang-undang perlindungan

konsumen bahwasanya:

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
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atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan
kesalahan konsumen.

Dalam memahami konsep hukum hak dan kewajiban bagi pihak pelaku
konsumen maupun penjual tentulah pasti harus ada tujuan yang memadai hal
tersebut, untuk mewujudkan tujuan hukum, tersebut maka harus ada keseimbangan
antara tiga unsur: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Gustav
Radbruch, penegakan hukum harus memenuhi ketiganya. Hukum bertujuan
menciptakan keadilan agar masyarakat hidup tertib, bermoral, dan menjaga ikatan

sosial demi tercapainya tujuan bersama.!

6! Ella Alvina Santoso and Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce” 17 (2024): 341-55.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian adalah upaya mencari menemukan pengetahuan yang benar dimulai
dengan bertanya kepada orang yang lebih ahli, namun jika tidak ditemukan solusi,
seseorang biasanya mencoba memahami masalah melalui akal sehat, intuisi, atau
percobaan sederhana, meskipun cara-cara tersebut tidak selalu menghasilkan
pengetahuan yang dapat diandalkan secara ilmiah.®> Mennurut sugiono Metode
penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data sesuai tujuan dan manfaat
tertentu. Cara ilmiah ini berlandaskan 4 ciri utama: cara ilmiah, data, tujuan, dan
kegunaannya. Disebut ilmiah karena penelitian berpegang pada sifat rasional,
empiris, dan sistematis. Rasional berarti langkah penelitian dapat diterima oleh
nalar, empiris berarti prosesnya dapat diamati oleh indera, dan sistematis
menunjukkan bahwa penelitian dilakukan melalui tahapan yang tersusun secara
logis.®

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana
penelitian ini menggunakan suatu aturan hukum yang mengikat dan mengatur yang
digabungkan dengan data empiris yang bersifat faktual. Menurut sugiono empiris
berarti setiap langkah penelitian dapat diamati oleh indera, sehingga siapa pun bisa
melihat dan memahami proses yang dilakukan. Data yang dihasilkan pun

merupakan data empiris yang bisa diamati, dengan syarat harus valid, yaitu benar-

2 M. A Prof. Dr. H. Zainudddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, CV., 2013).
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benar mencerminkan keadaan obyek sebagaimana adanya dan sesuai dengan apa
yang berhasil dikumpulkan peneliti.®*

Pendekatan yang dilakukan guna menelaah dan menganalisis norma-norma
prinsip hukum syariah dan positif yang berlaku mengenai adanya transaksi jual beli
di ecommers dalam inovasi jual beli pouch wish wish yang terjadi di dalam platform
TikTok. Dengan penelitian lapangan, peneliti dapat mengamati secara langsung
pengalaman konsumen yang tidak puas serta sekaligus menganalisi praktik jual beli
yang terjadi sehingga data yang diperoleh adalah data yang

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini
adalah cara melihat bagaimana suatu norma berfungsi dalam masyarakat, termasuk
reaksi dan interaksi yang muncul ketika aturan tersebut diterapkan dalam
kehidupan sosial.®> Pendekatan ini digunakan karna inovasi yang ada pada praktik
jual beli pouch wish wish menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penerapan
keabsahan hukum yang dirilis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Nomor 146/Dsn-Mui/Xi1/2021 Tentang Online Shop, yang mana jual beli
ini menghadirkan bonus-bonus tamabhan mengenai wish konsumen dan 2 warna
kembar tersebut, terutama dalam mempengaruhi prilaku konsumen serta strategi
pelaku usaha.dengan pendekatan ini peneliti dapat melihat dengan nayata interaksi
pelaku usaha dan konsumen, serta dampak yang terjadi pada kedua belah pihak

terutama konsumen karna kwantitas yang didaapt setiap konsumen berbeda,

64 Sugiyono. H.8
5 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

59



sehingga prilaku jual beli bisa dikategorikan gharar dan spekulasi yang dibalut

dengan jual beli gamifikasi.

3. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan melalui komunikasi daring menggunakan WhatsApp
dan tiktok, dengan subjek penelitian berupa para pelaku usaha yang menjalankan
praktik jual beli Pouch wish, Shop di TikTok. Fokus utama penelitian diarahkan
pada pelaku usaha dengan nama toko Tumbas Snack27, yang berdomisili, Jawa
Tengah. Selain itu, penelitian juga melibatkan pelaku usaha dengan nama toko
Cemilwish yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, dan peaku usaha Oca
Store99 yang berdomisili di Tanggerang, serta beberapa pengguna tiktok dan
konsumen pouch wish sebagai bagian dari data pendukung mengenai praktik jual
beli yang di lakukan dalam pemasaran ataupun pemenuhan tehadap hak konsumen
mengenai transparansi barang. Meskipun kegiatan jual beli pouch wish dilakukan
sepenuhnya secara daring, keberadaan lokasi fisik para pelaku usaha tetap memiliki
peran penting. Lokasi tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas bisnis benar-benar

ada dan dapat ditelusuri.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis utama dalam penelitian, yaitu:

1. Data primer: data yang diambil, diperoleh lalu dikumpulakn pada saat
peenelitian dilapangan dilakukan. Data primer didapat dari sumber informan
yaitu individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara yang dilakukan

peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer ini terdiri antara pelaku
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usaha serta onsumen yang melakukan transaksi jual beli pouch wish wish
tiktok tersebut.

2. yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung,
seperti:

a) Al-Qur’an dan Hadis, sebagai dasar hukum Islam dalam jual beli

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

¢) Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 mengaur dalam akad
online shop dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang-
orang yang melakukan penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku figh muamalah, karya
ilmiah, jurnal, artikel hukum, skripsi, serta pendapat para pakar yang
membahas tentang jual beli dalam Islam dan transaksi elektronik modern.®

5. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstuktur maupun secara tatap muka.
Wawancara merupakan cara tanya jawab peneliti dengan narasumber secara
langsung guna memperoleh data dan informasi yang terjadi dilapangan.®’” Dalam
penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara chat, vidio call via
whatsAap, dan chat via tiktok terhadap pelaku konsumen yang pernah

memlakukan pembelian pouch wish tersebut dan bebrapa secara lansung terhadap

66 Zainuddin Ali, METODE PENELITIAN HUKUM (jakarta: sinar grafika, 2022).h:23
67 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. h:95

61



konsumen yang menggunkan dan pernah berbelanja menggunakan aplikasi tiktok
tersebut.
2. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah merupakan catatan peristiwa yang
terjadi selama proses penelitian dengan bukti adanya berupa foto rekaman vidio
yang beredar yang menjadi fakta-fakta pendukung guna memperkuat hasil

penelitian dilapangan.

6. Metode Pengolahan Data
Motode pengolahan data memili peran penting guna menganalisis bahan
hukum dalam perolehan penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan dengan
metode deskriptif, yaitu upaya menghimpun, menggambarkan atau menjelaskan
lalu mengolah keadaan subjek dan objek penelitian sesuai dengan apa yang
ditemukan di lapangan. ®® Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara praktik jual beli Pouch
wish, dengan akad yang harus dipenuhi dalam menjalankan jual beli serta
pemenuhan terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia.
Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1) Pemeriksaan data (Editing)
Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali seluruh data lapangan yang telah
diperoleh untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, kesesuaian data dengan

sumber aslinya relevansinya terhadap topik penelitian. Tahap ini dilakukan

% M.H Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum.Farkhani, S.HI.,
S.H., Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka, 2020). H:95
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2)

3)

4)

setelah mengumpulkan catatan hasil wawancara yang menjadi objek dan subjek
penelitian yang dilakukan.
Klasifikasi data (Classifying)

Setelah data diperiksa, dilakukan kalasifikasi yaitu pengelompokan dari
semua data yang diperoleh. Data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan
jenisnya, lalu pengelompokan data tersebut diklasifikasikan mengenai tingkah
laku Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-hukum masyarakat yang
mempengaruhi keberlakuan suatu hukum.®
Verifikasi data (veritying)

Pada tahap ini verifikasi data adalah yang digunakan benar, akurat dan
valid’®. Verifikasi adalah upaya memastikan bahwa data meninjau kembali data
yang telah terkumpul dari hasil wawancara pemilik toko dengan merujuk pada
rekaman zoom yang dilakukan. Selanjutnya data tersebut juga digabungkan
dengan hasil wawancra beberapa konsumen terhadap jual beli pouch wish wish
yang pernah ia lakukan. Kemudiandidokumentasikan secara sistematis
Analisis data (Analysing)

Tahap ini merupakan inti dari penelitian, di mana data yang telah diperoleh
dianalisis menggunakan teory yang relevan, sehingga dapat menyimpulkan dan
menjawab permasalahan yang sedang diteliti.”! Pada tahap ini peneliti menelaah
secara mendalam bagaimana praktik jual beli Pouch wish, di TikTok Live

dibandingkan dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021

% Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Publising, 2020).
70 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. h:101
"t Muhaimin. H: 133
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Tentang Online Shop, terutama terkait unsur kejelasan objek (gharar), dan
prinsip keadilan. Selain itu, dilakukan juga peninjauan terhadap kesesuaian
praktik tersebut dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan fakta-fakta yang terjadi
dimasyarakat.

5) Penarikan Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang diperoleh dari hasil
wawancara oleh pemilik toko jual beli Pouch wish, di tiktok dan memberikan
gambaran mengenai praktik jual beli Pouch wish, ditinjau dari hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia. Melalui proses validasi baik dengan dukungan empiris

maupun dengan teori yang relevan.”

72 Muhaimin.h: 134
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Jual Beli TikTok Shop
TikTok Shop dipandang praktis karena dalam satu aplikasi pengguna bisa

memperoleh hiburan sekaligus berbelanja daring, sehingga menjadi daya tarik
tersendiri. Kehadiran fitur belanja ini memicu pergeseran pola konsumsi
masyarakat Indonesia yang kini cenderung memilih transaksi online karena
berbagai penawaran menarik. Antusiasme tersebut turut mendorong pertumbuhan
ekonomi TikTok Shop. Data Momentum Works menunjukkan nilai GMV TikTok
Shop naik tajam dari sekitar $600 juta pada 2021 menjadi $4,4 miliar pada 2022,
menandakan kuatnya pasar di Asia Tenggara. Di Indonesia, platform ini sudah
masuk lima besar e-commerce, bahkan mencatat keuntungan harian hingga sekitar
$10 juta pada 2022, didukung pengalaman belanja konsumen yang positif. Untuk
pembayaran, tersedia opsi transfer bank, dompet digital, dan gerai minimarket,
dengan sistem non-tunai yang dinilai memudahkan proses checkout.”

TikTok menjadi wadah aplikasi yang sangat diminati saat ini. Hal tersebut
karena adanya video pendek yang menjadi andalan dalam menyampaikan informasi
maupun konten video menarik, dilengkapi fitur /ive guna menjangkau konsumen
secara langsung sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang sangat
interaktif. Di samping itu, alasan-alasan masyarakat menggunakannya juga karena

adanya flash sale dan diskon yang lebih menarik daripada platform lain.

> Dewi Herdiana, Putri, and Aisyah, “Perkembangan Teknologi Tiktok Shop Sebagai Media
Berbelanja Pada Mahasiswa Sosiologi Universitas Jember.” H:264

65



Rista Mahasiswi Nurul Huda menjelaskan dalam wawancara

”Saya lebih suka belanja ditiktok karna lebih murah, diskonnya yang ada
juga lebih besar dari pada shoee. Selain itu #ost yang /ive jualan lebih aktif dalam
menerangkan barangnya daripada host live shopee. Dan kalau misalnya
barangnya tidak sesuai, biasanya saya langsung janjian dengan kurir, untuk
melakukan pengembalian jadi tidak ribet.””*

Alasan yang hampir sama juga dikatakan oleh Anju Kaunainy, salah satu
mahasiswi Universitas Brawijaya yang menjadi salah satu informan dalam
penelitian ini, diketahui bahwa informan telah menggunakan aplikasi TikTok
selama kurang lebih tiga tahun dan memanfaatkan fitur TikTok Shop sejak tahun
2022. Informan menyatakan bahwa setiap kali terdapat kebutuhan atau penawaran
yang menarik, ia cenderung langsung melakukan pembelian. Keputusan tersebut
didorong oleh adanya promo, potongan harga, dan voucher yang tersedia secara
bersamaan sehingga dinilai lebih menguntungkan.

Secara umum, pengalaman bertransaksi yang dirasakan informan tergolong
positif. Namun, informan mengakui pernah mengalami ketidaksesuaian antara
tampilan produk dalam video promosi dengan kondisi fisik barang yang diterima.
Meskipun demikian, ketidaksesuaian tersebut masih dapat dimaklumi karena tidak
menimbulkan kerugian materiil yang signifikan. Informan juga menyoroti bahwa
kebijakan penjual yang terkadang menerapkan sistem no refund berpotensi
merugikan konsumen, khususnya apabila barang yang dikirim memiliki risiko

kerusakan selama proses pengiriman. Oleh karena itu, informan berpendapat bahwa

74 Rista amelina, wawancara, (Daring 10 januari 2025)
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konsumen seharusnya tetap diberikan ruang untuk menyampaikan komplain agar
hak-haknya sebagai konsumen dapat terpenuhi.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi konsumen masih lemah, sebab hak
mereka untuk mendapatkan informasi barang, keamanan dalam proses pengantaran
terlalaikan dan belum efektif dalam perdagangan elektronik. Pemikiran konsumen
yang terkadang juga enggan menempuh jalur komplain baik formal maupun fitur
platform. Akibatnya ,kerugian kecil yang dialami konsumen tidak lagi penting dan
menjadi pembenahan bagi para penjual. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil
wawancara dengan Uzi salah satu mahasiswi UIN Malang yang menjadi salah satu
konsumen yang terlalaikan terhadap pemenuhan pelaku usaha dalam menanggapi
komplain terhadap barang yang ia dapatkan, karna pelaku usaha tidak menerima

komplain hingga pada akhirnya akun informan di blokir.”®

a. Dampak Aplikasi Tiktok Shop
TikTok Shop memberikan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat

digital. Kehadiran fitur belanja yang terintegrasi dalam satu platform hiburan
membuat aktivitas konsumsi menjadi semakin praktis dan cepat.

Dari sisi positif, salah satu dampak yang dirasakan adalah mudahnya
mendapat akses informasi, kebutuhan, serta hiburan pada platform yang sama,
sehingga pengguna dapat memenuhi berbagai keperluan dalam satu aplikasi. Selain
itu, kehadiran TikTok Shop juga mendorong pertumbuhan siklus perekonomian di

era digital karena memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk

5 Anju Kurnainy, Wawancara, (Malang, 5 Januari 2026)
76 Dian Septi Fauziah, Wawancara (Malang 3 Januari 2026)
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secara lebih luas. TikTok Shop juga memberikan pilihan yang lebih praktis dalam
transaksi karena proses pencarian hingga pembelian dapat dilakukan secara cepat.

Namun di balik dampak positif yang berkembang dan dirasakan, terdapat pula
dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Pengguna dapat mengalami
ketergantungan dan kecanduan karena sering kali menghabiskan berjam-jam hanya
untuk membuka satu aplikasi tanpa memperhatikan kehidupan nyata dalam
bermasyarakat. Penyebaran informasi yang cepat namun tidak selalu akurat juga
kerap menimbulkan penipuan, sehingga memicu banyak korban dari kalangan yang
menerima informasi secara sepihak tanpa menelusuri keaslian informasi tersebut.
Selain itu, konsumerisme yang berlebih juga muncul karena dorongan fear of
missing out (FOMO) yang membuat masyarakat cenderung berbelanja secara
impulsif.”’

Beberapa konsumen mengaku produk yang dipromosikan saat fomo selalu
tampak lebih menggiurkan dan membuat penasaran. Audy, salah satu mahasiswa
Universitas Brawijaya yang kerap membeli barang atau makanan karena fomo,
mengakui bahwa hal tersebut membuatnya lebih mudah percaya tanpa menganalisis
lebih dalam informasi yang ada. Menurutnya, promosi yang membuat barang atau
makanan menjadi fomo terasa meyakinkan, meskipun pada kenyataannya sebagian
makanan yang ia dapatkan dari hasil fomo tersebut tidak sepadan dengan apa yang

ia lihat, seperti dalam review konsumen lain.”®

"7 Dewi Herdiana, Putri, and Aisyah, “Perkembangan Teknologi Tiktok Shop Sebagai Media
Berbelanja Pada Mahasiswa Sosiologi Universitas Jember.” h:265-266
8 Audy Fataya, Wawancara (Malan,g 5 Januari 2026)
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b. Pouch wish

Pouch wish berasal dari jual beli dengan bentuk pouch wish yang digunakan
penjual, dan wish adalah kancing atau manik yang menjadi wish konsumen. Jual
beli dengan pouch wish yang berisikan barang random dipadukan dengan kancing
warna yang menjadi patokan wish konsumen. Wish inilah yang menjadi acuan
konsumen dalam mendapatkan barang banyak atau tidak. Selain itu pula, jika
terdapat dua warna benik yang sama dalam pembukaan semua pouch wish tersebut,
benik tersebut akan dihitung guna mendapatkan tambahan pouch wish lagi. Jual
beli ini dilakukan dengan menggunakan /ive streaming di TikTok. Permainan jual
beli pouch wish ini berhenti ketika tidak ada benik yang sama pada konsumen yang
memesannya.

Secara tidak langsung, praktik jual beli ini menonjolkan kreativitas penjual
dalam menarik minat konsumen. Namun, gamifikasi yang digunakan
menjadikannya menyerupai permainan lotre yang dimodifikasi sesuai
perkembangan di era digital. Hal ini terjadi karena hasil yang diterima tiap
konsumen berbeda-beda, bergantung pada keberuntungan masing-masing saat

membuka pouch wish.
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Pembelian 1 Memilih salah 1 wish Ketika wish keluar +1
Paket 100k » colour (kancing) » pouch. (di tambahkan
10 pouch warna pilihan: merah, Ketika pembukaan pouch
dikeranjang kuning, hijau, pink, berlangsung)
kuning biru , orange 2 warna benik kembar +1
pouch (ketika semua
pouch telah dibuka)
Note: Min dapat 20 pouch
¥
Proses penambahan dan Penghitungan permainan
permainan dilanjutkan . warna 2 benik . berlar-Lgsun.g _
hingga tidak ditemukan kembar sesual antrian rest
warna benik yang sama konsumen di live
R 2
Penghitungan Penjual memberi Proses packing
perolehan » perintah  konsumen » dan pengiriman
kosumen agar screanshoot
guna bukti perolehan

1. Skema jual beli pouch wish

Penjelasan: 1 paket 100k berisi 10 pouch wish. Konsumen diarahkan untuk memilih
1 warna benik wish. Penjual menjelaskan rules, yaitu ketika warna wish konsumen
keluar, penjual akan menambahkan 1 pouch wish, dan ketika ada 2 warna benik
kembar, konsumen berhak mendapatkan tambahan 1 pouch wish. Minimal bawa
pulang 20 pouch wish. Ketika pouch wish ternyata tidak menjangkau minimal yang
ditetapkan penjual, biasanya penjual akan menambahkan sesuai minimum yang

harus didapatkan. Namun, apabila dalam pembukaan pouch wish konsumen
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mendapatkan lebih dari batas minimum, hal tersebut disebut sebagai keberuntungan

konsumen.

Gambar 1.1 Bentuk pouch wish

2. Profil Toko Pelaku usaha

a. Toko Cemilwish

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung melalui fitur chat dengan owner
Cemilwish, Sheila Amelia Septiani, diperoleh sejumlah informasi terkait praktik
jual beli yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, ia memulai jualan pada 14
September 2025 yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat. Sistem jual beli
yang diarahkan penjual, pembeli memilih paket pouch wish (misalnya 5, 10, atau
12) beserta gacha atau hadiah, lalu menentukan satu warna kancing sebagai wish.
Jika saat pembukaan pouch wish muncul warna wish atau warna kembar, pembeli
memperoleh tambahan 1 pouch. Proses berhenti ketika warna wish atau warna
kembar tidak lagi muncul, sehingga hasil akhir bergantung pada sistem acak.
Penjual juga menjelaskan sistem antri dengan menyebutkan giliran konsumen

berikutnya saat pergantian. Ia melakukan /ive jual beli ini sekitar 1-5 jam
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tergantung banyaknya konsumen, dengan antrean setiap konsumen kurang lebih
10-20 menit.
Adapun pouch yang dijual cemil wish :

1) 5 pouch Rp.35.000,- minimal bawa pulang 13

2) 10 pouch Rp.55.00,- minimal bawa pulang 20

3) 12 pouch Rp.75.000,- minimal bawa pulang 25

Dari sisi kepuasan konsumen, penjual menyebutkan terdapat sekitar 20
pelanggan yang melakukan repeat order lebih dari tiga kali. Mengenai konsep
keadilan, penjual menyatakan bahwa dalam sistem snack wish tidak terdapat
kesamaan hasil antar konsumen karena bergantung pada hasil acak dari pouch.
Perbedaan perolehan dianggap sebagai konsekuensi sistem random yang telah
dipahami pembeli sejak awal. Penjual mengaktifkan sistem COD dengan uang
muka sekitar 10 ribu sebagai jaminan; jika paket di-return, uang muka tidak

dikembalikan dan konsumen akan di-block permanen..”

#0100.000 L

E?o
CemilWish
-8
#035.000 .

7 Sheila Amelia Septiani, wawancara (daring 25 Januari 2026)
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b. Toko Tumbas Snack27

Berdasarkan hasil wawancara secara tidak langsung melalui fitur chat dengan
salah satu penjual snack wish dari TikTok ke WA, yang beralamat di Karanglewas
Banyumas Jawa Tengah, diperoleh beberapa informasi penting terkait praktik jual
beli pouch wish/snack wish. Penjual mulai menjalankan usaha snack wish sejak
Agustus 2025. Sistem penjualannya dilakukan melalui live streaming di TikTok,
sementara proses checkout dilakukan melalui aplikasi Shopee, dengan mengganti
etalase snack wish dengan baju. Ia mengatakan banyaknya pencurian saat paket
dikirim sehingga para konsumen menerima kotak kosong.

Selama menjalankan usaha ini, penjual menyatakan bahwa pengembalian
barang (return) umumnya terjadi karena paket COD yang dibatalkan oleh pembeli,
sehingga penjual merasa dirugikan baik secara materi maupun tenaga. Hal itu
membuat penjual meminta sistem bayar muka sebesar 30 ribu khusus pembeli
dengan metode pembayaran COD guna meminimalisir return. Uang muka akan
dikembalikan jika barang sudah sampai.

Mekanisme penjualan snack wish dilakukan secara /ive dan diikuti langsung
oleh pembeli untuk menjaga transparansi. Penjual mengaku. Dalam praktiknya,
snack wish bersifat random atau campuran sehingga isi antar pembeli bisa berbeda.
Namun, penjual menekankan bahwa nilai total smack di dalam pouch tetap
diperhitungkan agar setara secara harga.

Adapun paket pouch yang dijual Adalah:
1) 11 pouch Rp.128.250,- dan giveaway besar

2) 18 pouch Rp.99.750,- dan giveaway
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3) 13 pouch Rp.54.600,- dan giveaway snack renyah

Durasi permainan checkout antar konsumen berlangsung sekitar 10 menit,
sementara durasi /ive streaming penjualan biasanya sekitar satu jam. Penjual juga
menyediakan “gaga” yang merupakan istilah plesetan dari giveaway, namun
pemberiannya bergantung pada kebijakan penjual dan tidak selalu diterima semua
pembeli. Terkait aspek keadilan dan gharar, perbedaan jumlah snack antar
konsumen dianggap bukan masalah karena sejak awal pembeli telah memahami
bahwa sistemnya acak, dengan tetap ada batas minimal perolehan. Menurut penjual,
sistem snack wish tidak mengandung unsur gharar karena seluruh perhitungan
dilakukan berdasarkan harga snack dan keuntungan yang wajar, meskipun hasil

yang diperoleh pembeli bersifat acak..®

@ Tumbas snack27

SET PAKET MANTEL JENNA
-
_—

Pouch wish M8

261 21383 1355 we 15

aranst tiba 11 - 14 Februarl

SPaylater Cicilan Pasti 0% + Diskon 100% s.d. 5

Tindakan lainnya

Panduan Ukuran

Deskripsi

Motif Polos
Negara A Indonesia

KAB. BANYUMAS

Pscet pouch
T oyo abodt > | ——
P - 138 | -

80 Devi Mahfina, Wawancara (Daring, 27 November 2025)
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c. Oca Storee99

Berdasarkan hasil wawancara melalui chat dengan penjual “Oca Store” fanny
septiany, yang berdomisili di Tanggerang diketahui bahwa penjual mulai
menjalankan usaha pouch wish/snack wish di TikTok sejak November 2025. Jumlah
konsumen yang melakukan checkout setiap hari tidak menentu, berkisar antara 2—
10 orang, tergantung tingkat keramaian. Pengiriman dilakukan pada hari berikutnya
setelah checkout. Penjual juga melayani checkout baik saat /ive maupun offline, dan
tetap melakukan /ive meskipun jumlah checkout offline pada hari tersebut sedikit.

Mekanisme penjualan yang diterapkan menggunakan sistem wish dengan
lima pilihan warna. Konsumen diminta memilih satu warna wish (harapan). Apabila
dalam pembukaan pouch muncul warna wish yang dipilih, maka konsumen
memperoleh tambahan satu pouch. Jika terdapat warna kancing yang kembar,
konsumen juga mendapatkan tambahan satu pouch. Sistem ini membuat jumlah
perolehan tiap konsumen bisa berbeda. Target pasar penjual mayoritas berasal dari
kalangan remaja hingga dewasa. Durasi live streaming biasanya berlangsung
sekitar 2—4 jam per hari, dengan estimasi waktu permainan sekitar 15 menit per
konsumen.

Terkait kendala, penjual menyebutkan bahwa paket COD sering mengalami
retur serta terdapat risiko jajanan remuk akibat proses open pack dan pengiriman.
Komplain konsumen sejauh ini jarang terjadi, namun pernah ada kasus paket
tertukar yang diselesaikan dengan pemberian kompensasi nominal sesuai
kesepakatan. Mengenai aspek keadilan, penjual berpendapat bahwa perbedaan

jumlah perolehan merupakan konsekuensi dari sistem snack wish yang berbasis
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keberuntungan dan telah menjadi bagian dari mekanisme yang dipahami konsumen

sejak awal transaksi.?!

Oca Store99 >

B =p85.000
ek

P =0125.000

B. Praktek Jual Beli Pouch Wish Perspektif Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/X11/2021
Bentuk jual beli pada online shop atau e-commerce bukanlah hal baru. Jual

beli ini menciptakan kemudahan dari segi waktu dan tempat. Di sisi lain, dalam

persaingan perdagangan yang kian ketat, pelaku usaha selalu berupaya
menonjolkan barang yang dijual. Namun, di sinilah penjual rentan melakukan
pelanggaran, yakni dengan menggunakan strategi pemasaran dan keunikan tertentu
untuk menarik konsumen, yang sekaligus dapat merisikokan konsumen. Akibatnya,

konsumen sering kali bersikap impulsif terhadap barang yang diperjualbelikan.

81 Fanny Septiani Wawancara (Daring, 25 Januari 2026)
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Sebenarnya, pedoman telah tertulis jelas sebagai panduan dalam melakukan jual
beli secara elektronik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-
MUI/XII/2021 tentang online shop menegaskan bahwa transaksi elektronik
diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah. Fatwa ini menekankan
pentingnya kejujuran, kejelasan akad dan objek, serta perlindungan hak-hak
konsumen yang harus dijalankan dan dipenuhi dalam operasional jual beli
elektronik.®?

Salah satu platform yang saat ini sangat diminati adalah TikTok. Hal tersebut
didukung oleh keberadaan video pendek yang menjadi andalan sebagai sarana
informasi maupun hiburan, serta dilengkapi fitur /ive untuk menjangkau konsumen
secara langsung sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang sangat
interaktif. Selain itu, adanya flash sale dan diskon juga menjadi daya tarik tersendiri
dibandingkan platform lain.

Dalam konteks ini, praktik jual beli pouch wish yang berkembang di platform
TikTok merupakan bentuk kreativitas penjual dalam mengait konsumen yang
berbelanja secara elektronik. Sistem ini menawarkan pouch misteri tanpa diketahui
secara spesifik barang yang akan diperoleh. Penjual biasanya hanya memberikan
gambaran umum seperti kategori produk dengan sistem paket harga dan barang.
Disisi lain sitem itu juga yang mampu menarik banyak konsumen dalam jual beli
ini. Sistem pouch wish juga dilengkapi wish colour berupa manik atau benik yang

menjadi acuan warna harapan atau tanda kepemilikan konsumen untuk memperoleh

82 Kamalia Sani, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI No.146 Tentang
Online Shop : Sebuah Studi Literatur,” Jurnal LARIBA Jurnal Perbankan Syari’ah 7,no. 01 (2025):
67-82.
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tambahan pouch secara berkelanjutan. Tambahan juga dapat diperoleh ketika
terdapat dua benik kembar setelah seluruh pouch dibuka. Konsep ini menarik minat
konsumen karena memadukan unsur hiburan, kejutan, dan harapan memperoleh
keuntungan lebih besar dari harga yang dibayarkan.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara salah satu konsumen dengan nama
mei yang mengaku bahwa ia telah melakukan checkout sebanyak dua kali. Ia
menyatakan bahwa motivasi pembelian didorong oleh unsur keseruan dalam proses
pembelian, di mana barang dibuka langsung oleh penjual sehingga menimbulkan
tingkat rasa penasaran yang tinggi terhadap jenis barang yang akan diperoleh.
Pernyataan ini menunjukan bahwa keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh
aspek hiburan dan rasa ingin tahu dibandingkan pertimbangan kebutuhan.®’

Alasan yang hampir sama juga disampaikan desi selaku konsumen yang
pernah membeli kurang lebih 10 kali dengan sistem ini dari berbagai toko.3*

“Saya penasaran snack apa yang bisa saya dapat dari pouch tersebut dan ingin
mengetahui seberapa beruntung saya dalam mendapatkan snack-snack itu.
Walaupun saya tidak mengetahui secara pasti snack apa yang akan diperoleh.
Sistem ini kan jika beruntung, kita bisa mendapatkan lebih banyak dari
minimal bawa pulang dan pastinya yang mahal-mahal.tapi kemaren saya
kecewa snack yang dikirim kurang proper jadi snacknya pada remuk.”

Keunikan ini juga dirasakan dan menjadi alasan Anitasari, konsumen yang
telah melakukan lima kali pembelian dengan menggunakan sistem pouch wish. la
menyatakan bahwa pengalaman berbelanja yang unik ini sangat memikat,

disamping itu ia merasa tergiur bermacam-macam snack yang bisa didapat, dengan

8 Mea, Wawancara (Daring 26 Januari 2026)
8 Desi Firlando, Wawancara (Daring, 27 Januari 2026)
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anggapan bahwa snack yang diperoleh tergolong jarang ditemui di toko-toko kecil
pada umumnya. Namun, di sisi lain, ia mengakui bahwa snack yang diterima sering
kali tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena yang diperoleh justru snack dengan
kisaran harga Rpl1.000—Rp7.000 yang mudah ditemukan di toko-toko sekitar
rumahnya. % Alasan pemebelian yang sama juga di katakan sisca ayu, lalu ia
menambah ungkapan bahwa sistem ini termasuk membuatnya lelah menunggu
antrian yang cukup lama, dan tidak setimpal dengan harga.

Dari pengalaman beberapa konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya,
dapat diketahui berbagai alasan yang menjadi daya tarik transaksi pouch wish.
Mereka mengakui bahwa pembelian dilakukan karena unsur keseruan, rasa
penasaran, dan harapan yang tinggi untuk beruntung sehingga memperoleh barang
dalam jumlah banyak agar menguntungkan. Para konsumen juga menyadari bahwa
sistem dalam jual beli ini sangat menonjolkan sifat untung-untungan. Dengan sifat
snack yang tidak diketahui konsumen.

Temuan wawancara para konsumen menunjukkan bahwa praktik pouch wish
dalam jual beli snack mengandung unsur ketidakjelasan yang bertentangan
berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI). Dalam fatwa terkait transaksi elektronik, DSN-MUI menekankan bahwa
kejelasan objek jual beli (mabi’), transparansi informasi, dan pemahaman para
pihak merupakan syarat penting sahnya akad. Sedangkan dalam praktik pouch wish
Penjual umumnya hanya menawarkan “pouch snack’ tanpa menjelaskan secara

rinci isi di dalamnya. Konsumen tidak mengetahui merek snack, jumlah pasti per

85 Anitasari Nayyara Wawancara (Daring 29 Januari 2026)
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item, maupun nilai ekonominya. Informasi baru diketahui setelah unboxing. Situasi
ini menunjukkan bahwa objek akad bersifat spekulatif sejak awal.

Temuan wawancara para konsumen menunjukkan bahwa praktik pouch wish
dalam jual beli snack mengandung unsur ketidakjelasan yang bertentangan
berdasarkan ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021 tentang jual beli secara
daring. Dalam fatwa terkait transaksi elektronik, DSN-MUI menekankan bahwa
kejelasan objek jual beli (mabi’), transparansi informasi, dan pemahaman para
pihak merupakan syarat penting sahnya akad, hal tersebut tercatat dalam shigat
akad yang harus dippenuhi pelaku usaha yang menjalankan transaksi. Di samping
itu ketegasan aqad tersebut difirmankan pada surat Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

sl 1331 5k caall il

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad-akad)!

Ketentuan sighat al- ‘agd dalam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 146/DSN-MUI/X11/2021 tentang
jual beli online merupakan fondasi awal dalam menilai keabsahan transaksi
menurut syariah.® Dalam transaksi digital, ijab dan qabul tidak lagi dilakukan
secara lisan di satu majelis fisik, tetapi melalui sistem elektronik. Penawaran
penjual yang ditampilkan melalui foto produk, deskripsi, dan harga dipahami
sebagai ijab, sedangkan tindakan pembeli melakukan checkout dan pembayaran

merupakan bentuk qabul. Selama proses tersebut berlangsung dalam satu rangkaian

8 Mustaqim, “Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop : Analisis Fatwa DSN-MUI No.
146/DSN-MUI/IX/2021.” h: 4-6
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transaksi yang saling terhubung di platform digital, maka hal itu dipandang sebagai
majelis akad virtual yang sah. Namun, keabsahan sighat al-‘aqd tidak hanya
ditentukan oleh adanya ijab dan gabul, tetapi juga oleh kejelasan informasi yang
melandasinya. [jab gabul yang sah harus dibangun di atas pengetahuan para pihak
terhadap objek akad secara memadai.

objek akad (mabi’) juga harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
Kejelasan ini mencakup jenis barang, jumlah, ukuran, kualitas, kondisi, serta
manfaatnya. Harga juga harus pasti dan disepakati di awal. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa Islam menolak transaksi yang berdiri di atas ketidakpastian.
Oleh karena itu, konsep kejelasan mabi’ bukan sekadar aspek teknis, tetapi menjadi
syarat substantif sahnya akad. Pouch wish yang di ketahui konsumen hanyalah
gambaran umum saja tanpa ada spesifikasi yang benar-benar nyata. Informasi yang
abu-abu itu mencemirkan adanya hak yang tidak di penuhi pelaku usaha dalam
menjalankan hukum ini terhadap transaksi yang dilakukan.

Dalam menilai praktik jual beli pouch wish, penting juga untuk meninjau
prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang menjadi tolok ukur sah
atau tidaknya suatu transaksi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai
norma etika, tetapi juga sebagai standar keabsahan akad dalam muamalah. Di antara
prinsip yang relevan adalah, kerelaan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. %’
Dalam praktik pouch wish di TikTok Shop, ketiga prinsip tersebut dapat diuji dalam

satu rangkaian sistem transaksi yang terjadi. Pouch wish merupakan sistem

87 Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam
Di Indonesia.”
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pembelian di mana konsumen membayar sejumlah uang untuk sebuah pouch berisi
snack atau barang lain yang isinya ditentukan secara acak. Konsumen tidak
mengetahui secara pasti apa yang akan diterima, baik dari segi jenis, jumlah,
maupun nilai barang.

Jika dilihat dari prinsip kerelaan (ar-ridha), memang secara lahiriah
konsumen membeli secara sukarela. Namun kerelaan dalam syariah harus
didasarkan pada pengetahuan yang cukup mengenai objek akad. Dalam pouch
wish, konsumen seringkali hanya mengetahui harga tanpa mengetahui isi barang.
Kerelaan yang muncul akhirnya lebih didorong rasa penasaran, promosi mengenai
sistem tambahan yang digunakan agar terlihat lebih menarik. Dalam kondisi ini,
kerelaan menjadi kurang sempurna karena tidak didasari informasi yang utuh.
Dalam praktik sistem cash on delivery (COD) yang mengharuskan pembayaran
uang muka (down payment/DP), kerelaan konsumen menjadi lebih kompleks.
Konsumen membayar DP sebelum menerima paket, dan apabila ingin membatalkan
pesanan setelah mengetahui isi paket, DP sering kali tidak dikembalikan. Uang
yang telah dibayarkan dianggap sebagai kompensasi layanan penjual yang telah
memproses, packing, dan menyiapkan barang. Dari perspektif syariah, hal ini
menunjukkan bahwa kerelaan konsumen tidak sepenuhnya bebas, karena hak untuk
meninjau ulang atau membatalkan akad (khiyar) menjadi terbatas.

Seila selaku pelaku usaha Cemilwish menyebutkan:

“Kalau sistem COD, konsumen harus bayar DP dulu. Nah, kalau mereka

balik paket atau batal belanja, DP itu nggak aku balikin. Ya wajar aja,
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soalnya aku sudah keluar biaya untuk packing dan nyiapin barang. Kalau

rugi, ya itu karena ulah mereka sendiri.”®8

Hasil wawancara ini menunjukkan bagaimana hak kAiyar konsumen dalam
praktik pouch wish menjadi terbatas. Pembayaran uang muka (down payment/DP)
sebelum penerimaan barang membatasi kesempatan konsumen untuk meninjau
ulang isi paket yang diterima. Padahal, hak khiyar merupakan salah satu hak yang
seharusnya terpenuhi dalam transaksi, di mana konsumen diberikan kebebasan
untuk memilih atau menolak akad apabila terdapat kekurangan, penipuan, atau
penyembunyian informasi oleh penjual. Dengan demikian, mekanisme DP yang
mengikat konsumen sebelum mengetahui kondisi barang mengurangi efektivitas
hak khiyar, meskipun prinsip ini seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan
konsumen dalam melakukan transaksi secara adil menurut hukum Islam. ¥

Kejujuran (honesty) merupakan pondasi utama dalam setiap aktivitas
perdagangan karena menjadi dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pelaku
usaha berkewajiban menyampaikan secara benar mekanisme jual beli yang
digunakan, termasuk menjelaskan kondisi, sifat, dan kualitas produk secara rinci
sehingga konsumen memahami apa yang akan diperoleh tanpa adanya rekayasa
informasi. Dalam praktik pouch wish, prinsip kejujuran menuntut penjual untuk
menjelaskan bahwa sistem yang digunakan berbasis wish atau unsur
keberuntungan, sehingga konsumen sadar sejak awal bahwa hasil yang diperoleh

tidak bersifat pasti. Apabila mekanisme ini tidak dijelaskan secara jujur, maka

8 Seila, Wancara (Daring, 10 Januari 2026)
89 Masri, Esther, Otih Handayani, rama dhiyanti, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. 62

83



keputusan membeli tidak lagi didasarkan pada informasi yang utuh, melainkan pada
asumsi atau harapan semata.

Prinsip keadilan (justice) menekankan adanya keseimbangan hak dan
kewajiban antara penjual dan pembeli. Suatu transaksi dikatakan adil ketika penjual
memperoleh keuntungan yang wajar dan pembeli menerima barang yang sepadan
dengan nilai yang dibayarkan. Dalam sistem pouch wish, perbedaan jumlah dan
nilai snack yang diterima antar konsumen dapat memunculkan ketimpangan
manfaat. Ada pembeli yang memperoleh nilai barang mendekati atau melebihi
harga beli, sementara yang lain menerima nilai jauh di bawah harga yang
dibayarkan. Walaupun sistem ini  diklaim berbasis  keberuntungan,
ketidakseimbangan nilai tersebut berpotensi menempatkan sebagian konsumen
pada posisi yang dirugikan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai

terpenuhinya asas keadilan dalam transaksi.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan perolehan
objek dan informasi sepenuhnya belum terpenuhi. Hal tersebut selaras dengan
informasi yang didaptkan dalam wancara dengan Sisca Ayu yang mengatakan:

” Jujur aja, saya merasa nggak adil sih, soalnya isi pouch-nya cuma snack
kecil doang, rasanya nggak sebanding sama harganya. Pas aku nonton live-
nya juga, penjualnya nggak jelasin apa-apa. Jadi aku sendiri yang cari tahu
gimana sistem pembayarannya” *°

Sementara itu, prinsip keterbukaan (transparency) menuntut adanya
penyampaian informasi yang jelas mengenai sistem penjualan, termasuk

mekanisme antrean yang sering kali membingungkan, unsur perolehan, jenis

% Sisca Ayu, Wawanccara (Daring 24 Januari 2026)
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produk yang mungkin didapat, serta kualitas barang. Dalam transaksi yang sehat
harus ada kejelasan mengenai kualitas dan kuantitas barang tanpa penyembunyian
informasi atau praktik tadlis (penipuan). Pada pouch wish, adanya unsur acak
(random) dalam perolehan barang menuntut tingkat transparansi yang lebih tinggi,
terutama terkait peluang mendapatkan isi tertentu, batas minimal nilai barang, serta
kemungkinan perbedaan hasil antar pembeli. Jika informasi tersebut tidak
dijelaskan secara memadai, maka muncul unsur ketidakpastian (gharar), karena
konsumen tidak mengetahui secara pasti barang yang akan diterima saat akad
dilakukan.

Berdasarkan prinsip kejujuran (honesty), keadilan (justice), dan
keterbukaan (transparency), terlihat bahwa praktik pouch wish belum sepenuhnya
mencerminkan nilai-nilai dasar dalam muamalah syariah. Dalam praktiknya pelaku
usaha hanya menyebutkan kategori produk dan hargapaket yang didapat, tanpa
menjelaskan secra rinci mengenai jenis, jumlah dan kwalitas produk maupun merek
barang yang akan ditrima. Kondisi tersebutlah yang menimbulkan unsur gharar,
karna objek akad yang tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, mekanisme perolehan yang bergantung pada keberuntungan
dan peluang. Proses penambahan pouch yang dilakukan sehingga menjadikan
kwantiti setiap konsumen berbeda dengan ketergantungan oleh keberuntungan
meskipun membayar dengan nominal yang sama juga menjadi sorotan utama, karna

hal tersebut berpotensi tidak adilnya alat tukar bagi konsumen. Situasi tersebut
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menjadikanya maysir yang diselipkan dengan menggunakan gamifikasi jual beli,
dimana hal itu dilarang dalam kegiatan jual beli secara syariah dan nasional®’.
1. Unsur Gharar Dalam Praktik Pouch Wish

Gharar merujuk pada segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung
ketidakjelasan atau spekulasi sehingga hasilnya tidak pasti, baik berkaitan dengan
hak maupun kewajiban para pihak. Menurut Al-Khattabi, gharar terjadi ketika objek
jual beli tidak diketahui dengan jelas, misalnya membeli ikan di kolam atau burung
yang masih terbang di udara. °* Pada praktik pouch wish, konsumen membeli pouch
dengan harga tertentu tanpa mengetahui isi pastinya. Penjual biasanya hanya
memberi gambaran umum, misalnya pouch berisi snack atau mainan kecil, tetapi
tidak menjelaskan secara rinci komposisi atau jumlah tiap isi pouch. Akibatnya,
pembeli tidak bisa menilai jenis barang, kuantitas, maupun nilai ekonominya secara
pasti. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan objek akad secara nyata.

Ketidakjelasan ini dapat dianalisis dari beberapa sisi. Pertama, gharar pada
jenis barang (jahalah fi al-jins), karena pembeli tidak mengetahui secara pasti
produk yang akan diterima. Kedua, gharar pada jumlah atau kuantitas (jahalah fi
al-gadr), sebab isi tiap pouch bisa berbeda-beda. Ketiga, gharar pada nilai (jahalah
fi al-gimah), karena nilai barang yang diterima bisa jauh lebih rendah daripada

harga yang dibayarkan.”?

%l Thsan Helmi Lubis, “Jual Beli Mystery Box Dalam E-Market Place Ditinjau Dari Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah,” Yurisprudentia: Ekonomi, Jurnal Hukum 10, no. 20 (2024): 270-271.

%2 Ningsih, Figh Muamalah. 40

% Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era
Digital,”  Mukaddimah: — Jurnal  Studi  Islam 7, no. 1 (2022):  40-58,
https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902.
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Empat ulama mazahib bersepakat bahwa hukum bay’ gharar adalah haram,
disebutkan dalam Shahih Muslim bahwa: “Abu Hurairah berkata: Rasulullah
Salallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli hasah (membeli tanah dengan
melempar batu kerikil) dan jual beli gharar”.

Dengan demikian, praktik pouch wish ditemukanya unsur ketidakjelasan hal
ini menimbulkan indikasi yang kuat bahwa akad jual beli pouch wish mengandung
gharar yang memengaruhi keabsahan adanya praktik ini terjadi. Di samping itu
resiko kerugian konsumen lebih tinggi dibanding pelaku usaha, hal tersebutlah yang
menjadi pertimbangan mengapa gharar dilarang. Dengan itu sebaiknya sitem jual
beli ini bisa lebih dimodivikasi agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Gharar dapat hilang ketika pelaku usaha dapat menyempurnakan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan yang ada. Menurut prinsip Wahbah
al-Zuhayli, pouch wish akan mengandung gharar fasid jika deskripsi samar total
(misalnya hanya "kejutan" tanpa detail apa pun), karena melanggar syarat kejelasan
objek akad dan berpotensi merugikan pembeli. Namun, transaksi menjadi bebas
dari gharar fasid (atau hanya menyisakan gharar yasir yang ditolerir) jika diterapkan
kejelasan penuh: penjual memberikan informasi terperinci seperti rentang kategori
barang potensial, estimasi nilai minimal-maksimal, probabilitas isi, sampel
representatif melalui foto/video asli, harga all-in tanpa biaya tersembunyi, serta
estimasi waktu pengiriman yang realistis dengan tracking. Selain itu, akad dapat
disesuaikan dengan bai' al-salam (spesifikasi dan jadwal fix di awal) atau disertai
hak khiyar ru'yah/khiyar aib (pembeli boleh retur/batal setelah menerima jika tidak

sesuai deskripsi). Dengan dokumentasi digital kuat (log transaksi, timestamp, e-
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receipt), majelis akad tetap sah meski melalui platform online. Pendekatan ini
menjadikan pouch wish sesuai syariah selama prioritas pada transparansi total dan
perlindungan pembeli, sehingga menghilangkan ketidakpastian berlebih yang
dilarang.”*
2. Unsur Maysir Dalam Praktik Pouch Wish

Maysir  merujuk pada transaksi yang didasarkan pada spekulasi atau
permainan untung-untungan, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan
tanpa usaha nyata, sementara pihak lain menanggung risiko semata-mata karena
peluang. Pada praktik pouch wish yang memberikan sistem tambah pouch dari
setiap wish warna benik dan 2 warna benik kembar, yang menentukan jumlah dan
jenis barang yang diperoleh konsumen. Mekanisme ini memicu rasa penasaran dan
antisipasi, sehingga konsumen terdorong untuk membeli dalam harapan
mendapatkan kombinasi benik yang menguntungkan

Gamifikasi seperti ini menjadikan konsumen menaruh ekspektasi tinggi
terhadap keberuntungan yang ingin mereka dapatkan Ketergantungan konsumen
terhadap warna benik yang menjadi acuan serta 2 benik warna kembar guna
mendapatkan banyaknya barang dalam mempertaruhkan harga yang di bayarkan
diawal menjadikan transaksi ini berspekulasi tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil
wawancara para penjual dan pembeli dengan adanya minimal pendapatan bawa

pulang dalam harga yang ditentukan oleh pelaku usaha

° muhammad Syafi’i Muhammad Lutfi, Dhofir Catur Bashori, “Hukum Transaksi Jual Beli Melalui
E-Commerce Menurut Prof. Dr. Wahbah Az — Zuhaili Dalam Kitab Figih Islam Wa Adillatuhu,”
ICEM, n.d. 114-119
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Hal tersebut tentulah melanggar ketentuan dalam jual beli menurut islam.
Dalam figh mualmalah dalam jual beli, maysir memiliki beberapa unsur yaitu:
1) Terdapat permainan atau perlombaan,
2) Adanya taruhan yang dipertaruhkan, dan
3) Unsur keberuntungan yang menentukan menang atau kalahnya seseorang.”

Ketiga unsur diatas dapat ditemukan dalam konsep jual beli pouch wish

yang dijalankan para pelaku usaha. Disisi lain disebutkan dalam ayat al-qur’an yang
melarangsecara tegas praktik tersebut karna hanya menguntungkan sepihak dengan
mengorbankan salah satu pihak sehingga menimbulkan ketidak adilan secara jelas.
Larangan tersebut ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:
s siala il Jae G b ) w35 CliaTp Sdally 52T ) T3kl Gl 20T
“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”
(Q.S. al-Maidah: 90).

Berdasarkan temuan lapangan, meskipun rukun jual beli secara formal
terpenuhi, namun dominasi gharar (ketidakjelasan objek akad) dan maysir (untung-
untungan) dalam mekanisme praktik pouch wish,. akibat minim spesifikasi isi serta
wish colour/benik kembar yang bergantung keberuntungan dapat membatalkan
keabsahan akad, karena transaksi yang adil dan ideal menurut Islam menuntut

kejelasan objek, kepastian nilai tukar, serta keadilan bagi seluruh pihak,

% Ningsih, Figh Muamalah. 38-39
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sebagaimana ditegaskan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XI1/2021. Untuk
menghilangkan gharar sepenuhnya, solusi terbaik adalah mengubah model menjadi
transaksi transparan dengan reveal isi pouch secara pasti sebelum konfirmasi akad
akhir (melalui live unboxing atau bukti foto/video), agar sesuai dengan kepastian

nilai tukar, dan keadilan bagi para pihak.

C. Praktik Jual Beli Pouch Wish Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam konteks transaksi elektronik modern, aspek keterbukaan dan
transparansi produk yang didapat dalam praktik jual beli pouch wish menjadi hal
fundamental yang harus diperhatikan pelaku usaha guna menjamin salah satu hak
konsumen. Hal ini karena posisi konsumen yang cenderung lemah. Transaksi
digital yang sifatnya tidak mempertemukan pelaku usaha dan pembeli secara
langsung, sehingga konsumen bergantung terhadap informasi dan deskripsi produk
yang dicantumkan dan dijelaskan pelaku usaha.”® Apabila terjadi ketidakjelasan
informasi atau bahkan konsumen hanya menebak-nebak informasi terkait produk
hingga kualitas yang akan ia dapatkan, hal tersebut tentu merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) adalah pedoman guna pemenuhan hak-hak konsumen dan kewajiban
pelaku usaha dalam menjalankan transaksi jual beli. UUPK dirumuskan untuk
membentuk kepastian yang terkadang terabaikan oleh pelaku usaha, seperti adanya

keadilan, keamanan, serta transparansi informasi yang harus disediakan guna tidak

% Elisatris Gultom Fially Claude Makasuci, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi
Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee,” 1155Jurnal Indonesia Sosial
Teknologi 2, no. 7 (2021): 1156.
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merugikan salah satu pihak. Menurut Abdul Halim, perlindungan konsumen tidak
hanya bersifat preventif, tetapi juga represif, mencakup tindakan pencegahan
maupun penindakan terhadap pelanggaran hak konsumen.’’

Dalam hasil wawancara dengan para konsumen, konsumen menyebutkan
bahwa tidak ada informasi produk yang akan didapat. Hal tersebut tentu menjadi
sorotan mengenai bagaimana jaminan hak konsumen dapat terjaga dan tercapai
dalam melakukan transaksi dalam konsep jual beli pouch wish ini.

Rerefi mengatakan dalam wanacara:”®

“untuk informasi yang dicantumkan hanyalah harga paket barang tanpa
spesifikasi yang dicantumkan, seperti adanya spesifikasi, harga per item,
bentuk ataupun hal lain itu tidak ada. aku tahunya kemarin hanyalah paket
pouch jepit rambut anak.”

Hal ini menyoroti hal penting mengenai pemenuhan hak konsumen. Dalam
konteks ini konsumen hanya diberikan informasi umum mengenai jenis barang.
(“Jepit rambut anak™) tanpa detail spesifik mengenai variasi, bentuk, atau jumlah
yang akan diperoleh. Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko bahwa konsumen tidak
bisa menilai secara tepat apakah harga yang dibayarkan sebanding dengan manfaat
yang diterima.

Disamping itu aspek transparansi menjadi isu sentral. Konsumen secara
eksplisit menyebut bahwa informasi yang diberikan “tidak detail” dan “seadanya”.
Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penjelasan produk belum memenuhi
prinsip keterbukaan yang seharusnya ada dalam transaksi digital. Transparansi

produk menjadi sangat penting karena dalam transaksi online, konsumen tidak

%7 Masri, Esther, Otih Handayani, rama dhiyanti, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen.26
%8 Rerefi wawancara (daring, 26 januari 2026)
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dapat memeriksa barang secara langsung, sehingga keputusan pembelian
sepenuhnya bergantung pada deskripsi yang diberikan penjual.

Pasal 4 hurufc UUPK menegaskan bahwa konsumen dilindungi dalam
mendapatkan haknya, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, kebebasan memilih,
didengar pendapatnya, memperoleh advokasi, hingga hak mendapat ganti rugi.
Namun, dalam praktik jual beli pouch wish, hak konsumen tersebut sering kali tidak
terpenuhi, khususnya hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai
barang yang akan diterima. Konsumen hanya memperoleh gambaran umum
mengenai isi pouch, misalnya kategori barang atau jenis umum produk, namun
tidak mendapatkan rincian spesifik terkait kualitas, jumlah, atau jenis masing-
masing barang. Akibatnya, konsumen berada dalam kondisi ketidakpastian saat
melakukan transaksi, sehingga tidak mampu menilai secara rasional kesetaraan
antara harga yang dibayarkan dan nilai barang yang diterima.

Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan risiko nyata bagi konsumen,
karena mereka tidak dapat memastikan bahwa barang yang diterima memenuhi
harapan atau sesuai dengan harga yang dibayarkan. Dalam praktik pouch wish,
meski terdapat sistem minimal barang yang harus diterima (minimal bawa pulang),
hal ini tidak menghapus ketidakpastian terkait kualitas, variasi, atau kuantitas
barang, sehingga hak konsumen untuk memperoleh informasi lengkap dan jelas
masih terabaikan.

Hal ini juga ditegaskan oleh konsumen, seperti Varisha dan Vina, yang
menyebutkan bahwa mereka hanya memperoleh informasi sesuai deskripsi yang

tercantum dalam keranjang belanja. Mereka tidak dapat menggali informasi lebih
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detail dari pelaku usaha mengenai jenis, kualitas, maupun jumlah pasti barang yang
akan diterima. Meski demikian, kedua konsumen tersebut menganggap kondisi ini
wajar karena sistem pouch wish memang dirancang sedemikian rupa untuk
menyembunyikan rincian isi paket, sehingga tercipta kesan “kejutan” bagi pembeli.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Fanny Septyany, selaku
pelaku usaha, yang menyatakan bahwa sistem pouch wish memang sengaja dibuat
agar isi paket tidak bisa diketahui secara pasti. Tujuannya adalah untuk
menciptakan rasa kejutan (surprise effect) yang dianggap dapat menarik minat
konsumen.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ketidakjelasan informasi dalam pouch
wish bukan sekadar akibat keterbatasan teknis, melainkan merupakan bagian dari
strategi penjualan. Dari perspektif perlindungan konsumen, hal ini menimbulkan
ketidakseimbangan informasi, karena konsumen tidak dapat mengakses rincian
barang yang akan diperoleh sebelum melakukan pembelian. Akibatnya, hak
konsumen atas informasi yang benar, jujur, dan jelas, sebagaimana dijamin dalam
Pasal 4 huruf ¢ UUPK, menjadi tidak terpenuhi secara memadai.

Asas perlindungan konsumen dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menegaskan hak dan kepentingan
fundamental konsumen harus dijaga, asas tersebut meliputi asas manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum®’.

Dalam praktik pouch wish, konsep keuntungan yang diterapkan menimbulkan

perdebatan terkait prinsip keadilan dan keseimbangan.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
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1. Asas keadilan dalam hukum ekonomi menuntut agar setiap transaksi berjalan
adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memandang latar belakang. Namun,
dalam sistem pouch wish, nilai tukar yang dibayarkan konsumen sama untuk
setiap pouch, sementara kuantitas dan kualitas barang yang diperoleh
sepenuhnya bergantung pada keberuntungan masing-masing konsumen.

Devi mahfina selaku pelaku usaha mengatakah bahwa keadilan tetap
terjamin diwujudkan dengan menggunakan sistem minimal bawa pulang, di
mana konsumen dijamin memperoleh jumlah tertentu. Hal ini diperkuat oleh
wawancara dengan Devii, salah seorang pelaku usaha, yang menyatakan bahwa
“sistem minimal bawa pulang sudah diterapkan sehingga konsumen pasti
mendapatkan jumlah tertentu.”

Meskipun demikian, beberapa konsumen merasakan adanya ketidakadilan.
Sisca Ayu menyampaikan bahwa barang yang ia terima berupa snack kecil yang
menurutnya tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa meskipun jumlah minimal dijamin, variasi kualitas dan
ukuran isi pouch dapat berbeda secara signifikan, sehingga tidak semua
konsumen memperoleh nilai yang setara.

2. Asas keseimbangan menekankan pentingnya menjaga proporsi kepentingan

antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari sisi material maupun

spiritual. Dalam konteks pouch wish, keseimbangan ini terganggu karena hanya
pelaku usaha yang memiliki kendali penuh terhadap isi pouch. Konsumen tidak
memiliki akses untuk menilai atau memverifikasi isi secara detail sebelum

melakukan transaksi, sehingga keputusan pembelian menjadi sepenuhnya
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spekulatif. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam pertukaran, di mana
keuntungan cenderung berpihak pada pelaku usaha, sementara risiko kerugian
ditanggung konsumen.

Hal ini diperkuat oleh pengalaman Popolly selaku konsumen yang merasa
dirugikan karena ketidakseimbangan tidak terjamin dan merasa rugi akibat isi
pouch yang kebanyakan hanya makanan ringan murah dan kecil yang sering kali
didapatkan di toko biasa, sehingga nilai barang jauh tidak sebanding dengan
harga yang dibayarkan; meski demikian, tidak dipungkiri adanya keseruan
dalam prosesnya serta snack tertentu yang selalu ia incar, yang justru menjadi
daya tarik utama meskipun hasil akhir sering mengecewakan.'%

Dengan demikian, meskipun terdapat mekanisme minimal untuk menjaga
jumlah barang yang diperoleh, praktik pouch wish tetap menghadirkan
ketidakpastian yang melemahkan asas keadilan dan keseimbangan. Prinsip
keuntungan yang seharusnya bersifat proporsional dan adil menjadi bergeser,
karena transaksi lebih banyak bergantung pada keberuntungan dan pengaturan
internal pelaku usaha daripada pertukaran yang setara antara harga dan manfaat.
Keputusan pembelian juga menjadi bersifat spekulatif, dan risiko kerugian lebih
banyak ditanggung konsumen dibandingkan pelaku usaha. Dengan kata lain,
meskipun perlindungan nominal terhadap hak konsumen telah diupayakan, praktik
pouch wish menimbulkan ketidakseimbangan yang perlu menjadi perhatian bagi
pelaku usaha agar prinsip asas perlindungan konsumen dapat terpenuhi secara

menyeluruh.

190 poplolly wawancara (Daring, 20 januari 2026)
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik jual beli pouch wish di live streaming TikTok tidak memenuhi syarat
keabsahan akad menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XI1/2021
tentang Online Shop. Meskipun sighat akad virtual diakui sah, praktik ini
mengandung gharar berat karena objek transaksi tidak jelas secara spesifik (hanya
kategori umum tanpa detail jenis, jumlah, kualitas, dan nilai riil barang) serta unsur
maysir dari mekanisme penambahan pouch berdasarkan warna benik wish dan
benik kembar yang bersifat untung-untungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip
transparansi, keadilan, dan kerelaan sempurna dalam fatwa tersebut serta larangan
gharar dan maysir dalam Q.S. Al-Ma’idah: 90 dan hadis Nabi SAW, sehingga akad
dianggap tidak sah.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, praktik ini tidak memenuhi hak konsumen karena melanggar Pasal 4
huruf ¢ (hak atas informasi benar, jelas, dan jujur) akibat deskripsi umum tanpa
spesifikasi isi pouch, serta menciptakan ketidakseimbangan informasi dan risiko
melalui surprise effect, ketergantungan keberuntungan, dan kebijakan DP tidak
kembali pada COD. Hal tersebut melanggar asas keadilan, keseimbangan, dan
kepastian hukum (Pasal 2 UUPK), sehingga melemahkan posisi konsumen dan
tidak selaras dengan tujuan perlindungan konsumen yang preventif maupun

represif.
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B. Saran

Pelaku usaha disarankan meningkatkan transparansi dengan memberikan
deskripsi isi pouch yang rinci (jenis, jumlah, nilai tetap) tanpa penambahan acak
berdasarkan warna benik wish atau benik kembar. Mekanisme gamifikasi
sebaiknya dimodifikasi menjadi lebih tetap atau dengan opsi reveal isi sebelum
konfirmasi akhir dengan nilai yang sama tau diganti dengan bonus ke setiaan
pembeli. Kebijakan perlindungan konsumen perlu diperbaiki melalui return/refund
fleksibel serta pengembalian DP penuh jika konsumen membatalkan setelah
melihat isi perlu dihormati sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Dengan
demikian, praktik perdagangan dapat berjalan secara lebih adil, transparan, serta
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Selain itu, ikuti pelatihan
syariah dan evaluasi rutin kepuasan konsumen agar bisnis lebih sesuai prinsip

syariah dan UUPK serta tetap berkelanjutan.
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Apakah anda mengetahui bahwa sitem pouch wish ini mengedepankan
sistem untung-untungan dalam pelaksanaanya?

Apakah menurut anda sitem ini telah memenuhi hak keadilan antar
konsumen?

Apakah menurut anda ada sitem ghara dan maysir dalam sitem jual beli
pouch wish ini

Bagaiman penilaian kaka terhadap sistem pouch wish

Pedoman Wawancara Pelaku Usaha

[

Sejak kapan anda menjual dengan sistem pouch wish di tiktok
Dari mana proses pengriman berlangsung
Berapa banyak konsumen yang cek out setiap harinya
Bagaima sistem pouch wish yang anda terapkan
Berapa lama durasi live yang anda gunakan dalam menjalankan jual beli ini
setiap harinya
Berapa lama durasi permainan antara konsumen
Bagimana mekanisme konsumen mengetahui antrian mereka dalam sistem
pouch wish ini
Dalam sistem anda apakah anda sediakan gaga/bonus? Apakah setiap
konsumen mendapatkan barang tersebut?
Seberapa banyak konsumen yang merasa puas lalu kembali membeli di toko

anda?
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10.

11.

12.

13.

14.

Kapan paket dikirim dari penjual?

Apakah pernah ada konsumen yang komplain? Apa yang menjadi
permasalahnya?

Apa kendala yang anda alami dalam sistem jual beli pouch wish?
Bagaimana keadilan yang anda terapkan mengingat perolehan dari sistem
pouch wish tergantung pada keberuntungan yang menjadikan kwantiti antar
konsummen berbeda?

Apakah menurut anda sistem pouch wish ini mengandung gharar dan

maysir?
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Lampiran 4 dokumentasi

Dokumentasi dengan pengguna tiktok
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Lampiran 5 dokumentasi dan bukti-bukti

Bukti ulasan

@ e
*okkhok

arian: SNACK WISH, F

Saya pikir paket nya ketuker isi sama yg kmaren,
ternyata sama aja,bito nya ini satu

i) J

g Ulasan tindak lanjut 36 hari setelahnya
| Dito nya hanya satu ternyata

Dari penjual: Halo ka , ijin jika ada kendala

k 1 hubungi kamu melalui Lihat lainnya

g\; M** A% b*i
*k ko

AL e H + 1 BARLYS DUBAI Dari penjual: Halo ka , ijin jika ada kendala

Terlalu mahal untuk jajanan seperti itu eh hubungi kamu melalui Lihat lainr EN

(&)

€ swi
ek ”
@ *k o g dede ke

sedikit kecewa karena isinya sedikit sedangkan yang XaranzDctauit
lainnya banyak.untuk rasa jajannya jujurly masih enakan 0
jajan indonesia,rasanya menurutku kurang enak

semua.untuk gaga kumis rasanya pun aneh,asin banget

sih menurutku.gaga yg ke 2 dowe,rasa coklatnya

kurang enak menutku,masih enakan gery o'donat

Dari penjual: halo kk, makasi banyak
ulasannya. boleh kasi masuk ... Lihat lainnya

ri penjual: makasi kakaks ulasannya.. tapi 07-0 c@
angganku vak yg p ) mpilkan lainnya

(‘) B¥*y L**s
L 8 8.8 8 ¢
Varian: Default
K**i Kecil2 jajanan nya tapi enak..ya ga worth it dengan
. * ISk harga segitu kemahalan

Semua nya seperti mau expayerd rata2 masuk angin
smua maaf

sna 2 U**h

mpilkan lainnya ’ & . Sk |
Tidak worth it ternyata di oyen banyak jual pack” an
yang ternyata harganya murah” dan bukan import @
300rb cuma dapet 3 pack jajan yg aslinya harga

5 d*4 20ribuan . Netizen harus lebih bijak |..Tampilkan lainnya
*

EXP NYA SANGAT DEKAT

val: Untuk an kakak nya kita t jung
1kak info kalau snack dengan ya, karena kakak ny har ..Tampilkan lainnya
tu tidak layak...Tampilkan lainnya
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Bukti komentar vidio tiktok

ervinaledi
rugi.tp seneng aj gtu klo beli

Balas

39 komentar

Nura Kirei
kak rugi gak sih jajan snac
menurutku kaya mahal gitu

yyyjudeeeee
Ya namanya orang jualan pasti cari
untung sih, tapi ya seru aja nontoninnya
+ lumayan dapet stock snack
B
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